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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

T

Menimbang

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGS! DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINST KALIMANTAN TIMUR '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dalam rcnoke melaksanakan ketentuan Pasal 80
ayai 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimanian Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
oroving  Kalimantan  Timur, maka  perly  menefapkan
peraturan Gubermur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi
dan Taia Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

o L.

b2

Undong-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentong
Pembentukan Daerah-Daerah Ctonom Provinsi
Kalimanian Barat, Kalimantan Selater dan Kalimos: i
Timur (Lembaran Negara Tahun 1984 Nemer b,
Tambahan Lemtaran Negora Norna: 110¢);

Undang-Undang Nomor 8 1chun 1974 tenfang Pokok-
Pokok Kepegaowcion (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041}
sebogaimana telah divbah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang  Pokok-Pokek
Kepegawaian (Lembaran  Negara  Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38%0);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan -Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4286);

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharoan [Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomoi—53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);



10.

11.

12.

Undang-Undang Ncmor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437
sebagaimana telah divbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atfas
Undang-Undang Nomor 32 Tchun 2004 fentang
Pemerintchan  Daerah menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daeroh {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Taghun 2000 Nomor 1923, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4014);

Peraturan Pemeriniah Nomor 58 Tahun 2005 ieniang
Pengeloloan ~uangan Daerah (Lembarun negara
Tahun 2005 Nomowe 140, Tomnanan Lembaran Newcra

Nomor 4573);

Peraturan Pemerintiah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerch Kabupaten/Kota
{Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 fentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);

Keputusan Presiden Nomor 50/P Tcahun 2008 tanggal
i Juli 2008 tentang Pemberhentian
Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa
jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat
Sdr. Ir. Tarmizi A Karim, M.Sc sebagai Pj. Gubemnur
Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan
Tahun 2008-2013;
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Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintchan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur
[Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 05);

15. Peraturan Daerah Nomor 08 Taohun 2008 tfentang
Organisasi dan  Tata Kerja Dinas Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

TIMUR.

BAE |
KETENTUANN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwckilan Rakyar Daerch menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otfonomi seluas-tuasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kdlimcnton Timur;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yoﬁg’ selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Doerch sebagai  unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKQY,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
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10.

Peragngkat Daerah Provinsi adataoh unsur pembantu Kepala Daergh dalam
penyelenggaraan pemernntahan daerah yang membawahkan Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan Timur;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Unsur Pengawasan Daerah Provinsi adaloh badan pengawasan daerah yang
selanjuinya disebut Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;

Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjuinya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas
teknis pada dinas dan badan;

JJabatan Fungsional adalah Jabotan yang scaara tegas tercantum waiamn

struktur organisasi, melaksanakan sebagion luyas dan fungsi kedinasan sesuai
dengan keahiian dan kebutuhan

Feelon adaolah tingkatan iabatan struktoral.

BAB Il
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR

Pasal 2

Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas :

S OO NO AWM
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Dinas Pendidikan;

Dinas Pemuda dan Olahraga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Pekerjaan Umum;

.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperast, dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM]);

. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
. Dings Peternckan;

13.
14,

Dinas Kelautan dan Perkanan;
Dinas Perkebunan;

e —— e
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15.

17

VO,

17.

Dinas Kehutanan;
Dinas Pertambangan dan Energi;
Dinas Pendapatan Daerah.
Bagian Pertama
Dinos Pendidikan
Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tuooe pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang cendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelengaarakan tugas pokok sebagaimana dinnakcuad adlam Tasal 3,
Dinas Pendidikar mempunyai fungs: :

a.

o

peruniusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan pemerintah daerah;

perencanoan, pembinaan dan  pengendalian kebijakan teknis bidang
pendidikan;

. penyelenggaraan wurusan pemerintchan dan  pelayanan  umum  bidang

pendidikan;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah lvar biasa;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijokan teknis
pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum:;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi:

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pendidikan non formal dan informal;



h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan:
. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas:
J. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional:
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuadi dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 5
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 3 dan Pasal 4.

Fasal &
Kepala Dinas. membawahkan -
Sekretariat;
Bidang Pembinaan Tamon Kanak-Kanck, Sekclah Dasar acr, sexolah Ludr Riasa:
Ridang Pembinaan Seinigh Meneng i, “ertan.a dur Sekolah Menengah Urom:
Bidang Pembincan Seholet nMenengah Keluruan dan Fendigikan Tinggi;
Bidang Peididikarn Non Formal dan Informai;

Unit Pelaksana Teknis Dings:
Kelompok jubatan Fungsional.

@™o00roo

Sekretariat
Pasal 7

{1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan
bahan  kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perengkapan dan administrasi
Keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

¥
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Pascl 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
umum dan keuangan;

b. penyiapan bahan koordincsi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaiuasi dan
pelaporan;

d. penyiapan bahan koordinasi  administrasi  urium  dan  kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapcn dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendnnaraan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

f. pelaksanaan tugaos lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.

Pasai 9
{1) Sekretanat, membawaihkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program:
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana  dan  program,
monitoring, evaluasi serta pelaporan.

{2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumputan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.



[3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran, perbendaharacn,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bidang Pembinaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa
Pasal 11

(1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa
mempunyai  tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan  perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengenddlian  serta
pengembangan teknis peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidikan,
kurikulum dan kesiswaan serta  kelembagaan dan sarana pendidikan Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekotah Luar Biasa:

(2} Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Serconth Dasar daon Sekolah Luar Biasa
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalom melaksanakan tugasnyd
berada di bawah dan bertanggung icwah kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

unicl menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalom Pasai 11,
Bidang Pendidiiun Tunarn Kanak-Kanak, Sekelah Dasar dan Sekclah Luear Biosa
mempuinyai fungsi :

a. penyiopan bahan perumusan kebijakan peningkatan mutu penaidikan, tenaga
pendidikan, kurikulum dan kesiswaan serfa kelembagaan dan saiong
pendidikan;

b. penyiapan bahan koordinasi perenconaan  program peningkatan mutuy
pendidikan, tenaga pendidikan, kurikulum dan kesiswaan serta kelembagaan
dan sarana pendidikan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalicn dan pengaturan
teknis penyusunan pedoman  peningkatan  mutu pendidik dan tenaga
kependidikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar
Biasa;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis standar kompetensi, pengembangan kurikulum dan kesiswaan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;



(1)

(2)

{t)

(2)

{3)

penyigpen bohan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
{eknis kelembagaan dan sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar
dan Sekolah Luar Biasa;

pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa,
membawahkan :

a. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
c. Seksi Kelembagaan dan Scorana Pendidikan.

Seksi Szksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
Keroia Seksi yang dalam melakukan iugashya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak,
Sexoiah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.

Pasal 14

Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepenaicizan mempeuaydl tugas
melakuian perngumpulor dar penyicpan bchan koordinasi pembii.oc:. onn
pengenddlian peningkatan mutu pendidiic dan tenaga taman kanck-kanak,
sexolah dasar dan sekolah luar biasa.

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiopan bahan koerdinasi pembinaan dan pengendaiian kurikulum dan
kesiswaan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengendalian
kelembagaan dan sarana pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan
sekolah luar biasa.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas

Pasal 15

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas

mempunyai  tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan  perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian  serta
pengembangan teknis peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidikan,
rurukulum dan kesiswaan serta  kelembagaan dan sarana pendidikan sekolah
menengah pertama dan sekolah menengah atas.
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Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasai 15,
Bidang Pembinaan smp dan SMA mempunyai fungsi;

Q. penviapan bahan Perumusan kebijakan peningkatan muty pendidikan, tenaga
pendidikan, kurikulum dan kesiswaan sertg kelembagaan dan sarana
pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atgs:

b. penyiapan bahan  koordinasi perencanaan  program peningkafan muty
pendicizan, tenaga pendidikan, kurikulum dan kesiswaan sertq kelembagaan

C. penyiapan bahan pembinaan,. bimhingan, Pengendalion dan pengaiuran
feknis  penyusunon pedoman peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah menengah nertaoma dan sekolah menengah atas:

d. penyiapan bahan Dembinaarn, | ‘Toingen, ~2ngendalian dan pengaturan
teknis standar kempetsi i, Pengembungan kurikuicm dan kesiswaan pendidikan
sekolah menengak welama dan sekoloh M=nengaoh atas:

€. penyicpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis kelembagaan dan sarana pendidikan sekolah menengah pertama dan
sekolah menengah atas:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinyq.

Menengah Atas, membawahkan :

a. Seksi Peningkatan Muty Pendidik dan tenaga Kependidikan:
b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
C. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana di maksud dalam ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam meiakukan tugasnya berada di bawah dan

"' bertanggung jowab kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas,

¥
i
¥
H
| 3
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;
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Pasal 18

(1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan,
pengelolaan, dan pengendalian perencanaan peningkatan mutu pendidik dan
tenaga pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

(2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengenddalian
perencanaan kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama dan sekolah
menengah atfas.

(3} Seksi Kelembagaan dan Saranc Pendidikan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan
pengenddalian perencanaan kelembagaan dan sarana pendidikan sekolah
menengah perfama dan sekolah menengah atas.

Bidang Pembinacn Sekoluh Menengun Kejuruan dan Pendidikan Yingqi
Posal 19

{1 Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan
Tinggi mempunvai tuaas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
xoordincsi. nembincan, oimbingan, pengondalinn serta pengembangan teknis
peringkatan mutu pendidikan, tenaga pendidikan, kurukuium dan kesiswaan,
Kelemiogoon Jdan sarana  pendidikan sekolah menengah  keurvan  dan
pendidikan tinggt.

.2) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekoloh Menengah Kejuruan dan Pendidikan
Tinggt dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalom melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi
mempunyai fungst:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidikan, kurikulum dan kesiswaan, kelembagaan dan sarana pendidikan
sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi;

b. penviapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan  mutu
pendidikan, tenaga pendidikan, kurvkulum dan kesiswaan, kelembagaan dan
sarana pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi;
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¢. penyiagpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalicn dan  pengaturan
teknis penyusunan pedoman peningkatan mutu  pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddalian dan  pengaturan
teknis standar kompetensi, pengembangan kurikulum dan kesiswaan pendidikan
sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi:

r e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis kelembagaan dan sarana pendidikan sekolah menengah kejuruan dan
pendidikan tinggi:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya. :

Pasoi 21

{1) Bidang pembinaan Pendidikar S2knlah Menengah Kejuruan dan Pendidikan
Tinggi membawahkan :

a. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenagao Kependidikan;
p. Seksi Kurikulum dan Kesiswaaan:
c. Szksi Kelembagaan dan Sarand Prasaranda.

seksi-5eksi sebagaimana di maksud dalcm ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam meiokuken tugasnve berada ¢t bawah aan

bertanggung jowab kepcda kepala Bidang Pembinaan Pendidikon Sekolah
Menengah Kejuruan dan Penaidikan linggl.

N

Pasal 22

Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bohan koordinasi pembinaan,
pengelolaan, pengendalian, perencanaan peningkatan muty pendidik dan
tenaga pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi.

(1

—

(2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan, pengendalian,
perencanaan  kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah kejuruan dan
pendidikan tinggi.

(3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan daon penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan.
pengendalian, perencanaan kelembagaan dan sarana pendidikan sekolah
menengah kejuruan dan pendidikan tinggi.

vy
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Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
Pasal 23

(1) Bidang Pendidikan Non Formal dan  Informal mempunyai fugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan  kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pendidikan anak usia
dini dan gender, masyarakat dan kesetaraan non formal dan informal;

(2) Bidang Pendidikan Non Formal dan fnformal dipimpin oleh seorang Kepala
Ridang yang dalam meloksanckan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk mznvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dolam Pascl 23,

Bidarg Pendidikan Non Forma! dan Informal mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan pendidikan anak usia dini

dan gender, masyarakat dan kesetaraan pendidikan non formal dan informal;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan progium peningkatan pendidikan
anak usia dini dan gender, masyarakat dor kesetaraan pendidikan non forma!

dan informal;

c. peryiwoan bahon perbinaan, bimbingan, pengenachian don  wenguiuran
-eknis penyusunan pedomnan peningkatan pendidikan anok o dini dan
gender;

d. penyigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan pengaturan
teknis penyusunan pedoman peningkatan pendidikan kemasyarakatan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis penyusunan pedoman peningkatan pendidikan kesetaraan;

f. pelaksanaan tugaos lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Pasal 25
(1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan
a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender;

b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
c. Seksi Pendidikan Kesetaraan.



(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Pendidikar Non Formal dan
Informal.

Pasal 24

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan,
pengendalian, perencanaan pendataan dan evaluasi pendidikan anak usia dini
dan pengarusutamaan gender.

(2) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan, pengendalian,
perencanaan pendataan dan evaluasi pendidikan kemasyarakatan.,

(3) Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyiapan  bahan  koordinasi  pembinaan, pengelolaan, pengendalian,
perencanaan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, pendataan

dan evaluasi tencga kependidikan dan peserta didik.

3agicna Kedua
cinas Pemruda dan Giuhraga
Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 27

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan doerah di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas

. otonomi dan tugas pembantuan.

oy

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 28

Unfuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah :
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b. perencanaan, pembinaan dan pengenddalian kebijakan teknis bidang pemuda
dan olahraga:;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayancn umum bidang pemuda
dan olahraga;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
kepemudaan;

e. perumusan, perencanaan, pembincan dan pengendalian kebiakan teknis
kewirausahaan pemuda dan industr olahraga;

f. perumusan, perencanaan, pembinagan dan pengendalian kebijakan teknis
keolahragaan;

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. petaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. pembincan Kelompok Jjabatan Fungsionat;

i. relaksanaan tugas lain yang ciberikan oleh atasan sesuat dengan bidang fugas

dan fungsiny u.

Kepala Dinas
Pasal 29

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 27 dan Pasal 28.

Pasal 30
Kepala Dinas, membawahkan :

Sekretariat;

Bidang Kepemudaan;

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga;
Bidang Keolahragaan;

Unit Pelaksana Teknis Dinas:

Kelompok Jabatan Fungsional.

meQa0UTaQ
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Sekretariat

Pasal 31

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanokan penyiapan perumusan

bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, adminisirasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi
keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan fugasnya

berada di bawah dan bertangung jowab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 31,
Sekretariat mempunyai fungsi : '

a.

0

peny.apan bahan perumuscn kebijakon perencanaan program, administrasi
urum don keuangan;

cenyiopan bahan kocrdinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

b T s e e R H 1 — T+ H oy apmats it ol
romIGsGn Bohan koordingsi perencanasn program, monitonng, evaivas Gan

pelaporan;

penyiapan bahan  koordinasi  administrasi  umum  dan  kepegawcaian,
ketatalaksanaan, periengkapan can pemelinaraan,  hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

- penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,

verifikasi dan akuntansi kevangan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Sekretariai, membawahkan :

G.
b.
C.

Sub Bagian Perencanaan Program;
Sub Bagian Umum;
Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,
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Pasal 34

(1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyigpan bahan koordingsi, penyusunan rencand dan program,
monitoring, evaluasi serta pelaporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

(3} Sub Bagian Keuangan mempunyai  tugas melakukan pengumpulon  dan
penyiapan bahan koordingsi  penyusunan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bidaiig Kepemudaan
Pasal 35

{1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan  kebijckan, koordingsi, nembinacn, bimbingan, pengendalian,
pengembangan  teknis  pemberdayaan kepemudaan, pengembangan
kepemudacn, den pembudayaan dan penghargaan pemuddq,

(2) Bidong Kepemudaan dipimpin oleh seotang Kepaic bidang yang daiar
melalernakan tugasnya beroda di bawah can derfangguny jowab kenada
xepula Diras.

Pasal 36

Uniuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Bidang Kepemudaan raempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan  kebijakan pemberdayaan kepemudaan,
pengembangan kepemudaan, dan pembudayaan dan penghargaan pemuda;

b. penyiopan bahan koordinasi  perencanaan  program pemberdayaan
kepemudaan, pengembangan kepemudaan, dan pembudayaan dan
penghargaan pemuda;

c. penyiapan bohan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pemberdayaan kepemudaan;

d. penyiapan bahan pembincan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pengembangan kepemudaan;



18

e. penyiapan bahan pembinacn, bimbingan, pengendalion dan pengaiuran
teknis pembudayaan dan penghargaan pemuda;

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh atason sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 37
{1) Bidang Kepemudaan, membawahkan :

a. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan;
b. Seksi Pengembangan Kepemudaan;
c. Seksi Pembudayaan dan Penghargaan Pemuda.,

I2Y Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepalc Bidang Kepemudaan.

Pasai 38

{1) Seksi Pemberduydun Kepemudaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan ponyicpan behon pembinaan pembudayuan kepemudacn. pembingan
teknis  Lembudaycan kepennudean,  serta pembudavaan  kegiqiun
kepemudaun. .

{2) Setsi Pengembangan Kepemucaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan
uan penyiopan bahan pembinaan pengembangan kepemudaan.

(3} Seksi Pembudayaan dan Penghargaan Pemuda mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan pembudayaan dan
penghargaan  kepemudaan, menyusun petunjuk  feknis pengembangan
pembudayaan dan penghargaan kepemudcan.

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga
Pasal 3¢9

(1) Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga mempunyai tugas pokok b
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, '
bimbingan, pengendalian, pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan,
pengkgjian dan perintisan industri olahraga, serfa pengembangan  imu
pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia keolahragaan;

+ {2) Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga dipimpin oleh seorang 7"
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

A o



19

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industi Olahraga mempunyai fungsi :

a.

(1}

(2)

(1)

penyiapan bahan perumusan kebijokan kelembagaan dan kewirausahaan,
pengkajian dan perintisan industri olahraga, serta pengembangan iptek dan
sdm keclahragaan;

penyiopan bahan koordinasi perencanaan program kelembagaan dan
kewirausahaan, pengkgjian dan perintisan industri olahraga, pengembangan
iimu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia keolahragaan;

penyiapan bahan pembinacan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis kelembagaan dan kewirausahaan;

penviapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pengkajian dan perintisan industri olahraga:

penviopan bohan pembinaan, bimbingan, pengenddlion dan  pengaturan
teknis pengembangan iimu pengeiachuan dan ieknolegi serta sumber daya
manusia keolahragaan;

pelaksanaan fugas iain vong diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
G Tongsinya.

Pasal 41
Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, membawahkan :

a. Seksi Kelembagaan dan Kewirausahaan;
b. Seksi Pengkdjian dan Perintisan Industi Olohraga:;
c. Seksi Pengembangan IPTEK dan SDM Keolahragaan.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jaowab kepada Kepala Bidang Kewirausahaan Pemuda dan
Industri Olahraga.

Pasal 42

Seksi Kelembagaan dan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan  kelembogaon  dan
kewirausahaan pemuda, menyusun petunjuk teknis pembinaan kelembagaan
dan kewirausahaan pemuda, melakukan pengembangan kelembagaan dan
kewirausahaan pemuda.
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(2} Seksi Pengkajian dan Perintisan Industri Olahraga mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan pengkdjian dan perintisan
industri olahraga, menyusun petunjuk teknis pengkajian dan perintisan industri
olahraga.

(3) Seksi Pengembangan IPTEK dan SDM Keolahragaan mempunyai tugas
melakukan pembinaan pengembangan IPTEK dan SDM  keolahragaan,
menyusun petunjuk teknis pengembangan IPTEK dan SDM keolahragaan..

Bidang Keolahragaan
Pasal 43

(1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiopan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, birbingan, wergendalian serta
pengembangan teknis pemassalain dan pembudayaan olahroga, pembibitan
olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;

[2) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung inwab kepadda
Kepala Dinas.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakon tugas porok sebagaimuna dimaksuc dalam Pasal 43,
Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemassalan dan pembudayaan
olahiraga, pembibitan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;

b. penyiagpan bahan koordinasi perencanaan program pemassalan dan
pembudayaan olahraga, pembibitan olahraga, dan peningkatan prestasi
olahraga;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddlian dan pengaturan
teknis pemassalan dan pembudayaan olahraga;

d. penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pembibitan olahraga:

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis peningkatan prestasi olahraga;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 45
{1) Bidang Keolahragaan, membawahkan :

a. Seksi Pemassalan dan Pembudayaan Olahraga;
b. Seksi Pembibitan Olahragg;
c. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.

(2} Seksi- Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bidang Keolahragaan.

Pasal 44

(1) Seksi Pemassalon dan Pembudayaan Olabraga mempunyai tugas melakukan

—engumpulan dan penyiopan bahon pembincon pembudayaan olahraga,

menyusun  petunjuk  teknis pembinaan pemassalan dan pembudayaan

colahraga. pengembangan pemassalan dan pembudayaan olahraga.

Scksi Pembibitan Clohraga mempunydai tugas metaksanakan penyigpon banan

pembinacn pembibitan olahraga, menyusun petunjuk teknis pembinaan

pembibitan olahraga, menyelenggarakan peminbitcn dan pemanduan bakat
colahraga.

(3) Seksi Peningkatan Prestasi Clahraga mempunyai iugaus meicksanakan penyiapan
sahar pembinaci neningkctan prestasi olahraga, menyusuin n=tunivk teknis
pembinaan peningkatan pretosi clahraga.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 47

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehaian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
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Paragraf 2
Fungsli

Pasal 48

Unfuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

perencanaan, pembinaon dan pengendalion  kebijakan  teknis bidang
kesehatan;

penyelenggaraon urusan  pemerintchan  dan  pelayanan  umum bidang
kesehatan;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendatian kebijakan ieknis
sumber daya kesehatan;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalion kebijakan teknis
pelayanan kesenataii;

peumusan, perencainaan, pomivinaan dan pengendalicin kebijakan ieknis
kesehatan masyarukat;

Defumusan, perencenaan, pembinaan dan pengendalian kebijokan teknis
pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas [ain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan tungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 49

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48.

&
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Pasal 50
Kepala Dinas, membawahkan :

Sekretariat;

Bidang Sumber Dava Kesehatan;

Bidang Pelayanan Kesehatan;

Bidang Kesehatan Masyarakat;

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Unit Pelaksana Teknis Dings;

Kelompok Jabatan Fungsionat.

@ 00U

Sekretariat
Pasal 51

(1} Sekretariat  mempunyai  fugas pokok melaksanokan  penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan progran: dan pelarosran, vrusan
umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
caministrasi keuangan:

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di hawah dan bertargung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasat 52

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijokan perencanaan prcgram, administrasi
umum dan kevangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

C. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan rencana program, monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

d. penyiapan bahan koordinasi  administrasi  umum  dan  kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemelinaraon, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran,
perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 53
(1) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Kevangan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud datam ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 54

{1) Sub Bagian Perencanaon Program mempunyai tugos melokukan pengumpulan
dan penyiapan bahan kuwordinasi, penyusunan  rencana dan pgrogram,
monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan adminisirasi umum dan kepegowoian, ketatclaksanaon, perlengkaparn
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

{3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penguinpulan  dan
peliy,usw bahan koordinasi  penyusunGn  anggaran, peruendaharaan,
verifikasi dan akuntansi kevangan.

Sumber Daya Kesehatan
Pasal 55

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijokan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian,
pengembangan  teknis  pedoman pelaksancan pemberian  jaminan
pemeliharaan dan pembiayaan, fenaga dan sarana, farmasi, makanan dan
minuman serta alat-alat kesehatan;

(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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Pasal 56

Unfuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan pelaksanaan jaminan
pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, bina tenaga dan sarand
kesehatan, farmasi makanan dan minuman serta alat kesehatan:

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan pelaksanaan
jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, bina tenaga dan sarana
kesehatan, farmasi makanan dan minuman serta alat kesehatan:

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan;

1. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan pengaturan

teknis penyusunan pedoman peningkatan bina tenaga dan sarana kesehatan;
penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
jeknis siandar kompelensi faimasi makanan dan minuman serfa alat-alat
kesehatan;

pelaksanaan tugas lain yang diterikan oleh atosan sesuci dengan bidong 1Ggas

can fungsinyd.

Pasal 57

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :

a. Seksi Jaminan Kesehatan;
b. Seksi Tenaga dan Sarana;
c. Seksi Farmasi Makanan, Minuman dan Alat kesehatan.,

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayaf (1) masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan,

Pasal 68

(1} Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyiapan bahan keordinasi, pembinaan, pengendalian, dan bimbingan teknis
jaminan pemeliharaan kesehatan serta penerapan standar jaminan kesehatan.



26

{2} Seksi Tenaga dan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumptian dan

penyigpan bahan koordinasi, pembinaan, pengenddiian, bimbingan  iteknis
penerapan lisensi, sertifikasi, akreditasi tenaga dan sarana kesehatan.

(3) Seksi Farmasi Makanan, Minuman dan Alat kesehatan mempunyai fugas

melakukan pengumpulan dan  penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, bimbingan  teknis pengendalian produksi, pengadaan,
pendistribusian obat-obatan, kefarmasian, makanan dan minuman, zat adikiif
serta alat-alat kesehatan.,

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 59

(1) Bidong Pelayanan Kesehatan mempunyai fugas melaksanakan penyiapan

perumusan  kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian
pengembangan feknis penyusunan pedoman pelayanan kesehcatan dasar,
kesehatan rujukan. kesehaton khusus, kesehatan daerah terpencil, perbatasan
dan keluarga miskin.

{2} Bidang Pelayancn Kesehaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam meloksanakan tugasnva berada di bawah dan betanggung jawab
wenada Kepaota Dind..

Pasal &0

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasai 59,
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

Q.

penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan dasar,
kesehatan rujukan, kesehatan khusus, kesehatan daerah terpencil, perbatasan
dan keluarga miskin;

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pelayanan kesehatan
dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, kesehatan doerah terpencil,
perbatasan dan keluarga miskin;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis penyusunan pedoman pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

penyicpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengafuran
teknis penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan standart kesehatan
khusus pelayanan kesehatan;
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€. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, Pengendaiian dan pengaturan
leknis penyusunan dan penetapan  standar kesehatan daerah terpencil,
perbatasan dan keluarga miskin:

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 61
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
. Seksi Kesehatan Khusus;
C. Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Keluarga Miskin,

(2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksyd dalom ayat (1) masing-masing  dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan iugasnva beradg di bawah
Gan bertanggung jowab kepada Kepala Bidang P=igyanan Kesehatan.

Pasal 42

{1} Seksi Kesehatan Lasar dan Rujukan mempunyai tugas meiakukan pengumpulan
Can penyiapan uahan koordinedi, nambingan, rengelolaan, dan pengendalian
perencanaan pengawasan penerapan standar peicyanar keschatan drsar
~nn pelayanan kesehatan rujukan.

Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 3

(1} Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fugas melaksanakan penyiapan
bahan  perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan
pengendalian pengembangan teknis penyusunan  kesehatan keluarga,
pemberdayaan dan promosi serta kesehatan gizi.

4



f*\

28

{2) Bidang Kesehatan Masyarckat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalom melaksanakan tugosnya berada di bawah dan bertanggung jowab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugcs pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,
Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kesehatan keluarga, pemberdayaan
dan promosi kesehatan serta gizi;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program kesehatan keluarga,
pemberdayaan dan promosi kesehaian serta gizi

c. penyigpan buhan peidxnaan, bimbingan, pengendclion dan  pengaturan
teknis penyusunan c2doman standar kesehatan keluarga;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

e. penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion don  pengaturan
teknis penyusunan dan penetopan standariscsi kesehatan gizi;

f. pelaksancan tugos loin yona diberikan oleh alasan sesuni dengan tidang tugos
dan fungsinya.

Pasal é5

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
a. Seksi Kesehatan Keluarga:

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;
c. Seksi Gizi.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalom melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 44
{1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian
perencanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga.
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[2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan keordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan
pengendalian perencanaan promosi  kesehatan dan  penggerakan
pembangunan kesehatan masyarakat, kemitraan lintas sektor serta swasta.

(3) Seksi Gizi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahcn
perumusan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian pembinaan dan
pengawasan dalam penerapan standar dan sertifikast teknologi pelayanan gizi.

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Llingkungan
Pasal 7

(1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyQi
tugas meiaksanckan penyiopan bahan perumusan  kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian pemberantasan penyakit, menular dan
bencana imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB} serta penyehatan lingkungan;

(2) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehaton Lingkungan dipimpin oleh
serang Kepala Bidang vang daiom melaksanakan fugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasdi 68
iIntuk mcnyelonggarakan tuuas pokok sebagaimana dinuised dalam Pasai 67,
Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. penyiopan bahan perumusan kebijokan penyakit menular, pengendalian
penyakit tidak menular dan bencana serta penyehatan lingkungan;

b. penyiaopan bahan koordinasi perencanaan program penyakit menular,
pengendalian penyakit tidak menular dan bencana serta penyehatan
lingkungan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis penyusunan pedoman dan slandar pemberantasan penyakit menular;

d. penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis penyusunan pedoman dan standar imunisasi dan kejadian luar biasa
pemberantasan penyakit fidak menular:

e. penyiapan baohan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis penyusunan pedoman dan standar penyehatan lingkungan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.



30

Pasal 69

{1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penvehatan Lingkungan, membawahkan

a. Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
b. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana;
c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2} Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalom ayat (1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
berfanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan.

Pasal 70

(1) Seksi Pengendalian Penyakit Menular mempunyai  tugas  melakukan
pengumpuian dan penyiopan bahan perumusan koordinasi, bimbingan.
pengendalian serta pengawasan pencegahan dan pemberantasan penyakit.

(2) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana mempunyai tugas
melakukan pengumpuian dan penyiapan bahan koordinasi, timbingan,
sengendalian, pengawasain waetban dun tencana.

121 Sevsi Penvehal.n lingkunaan mempunyai 1ugas metakukan pengumpulan dan
penyiapan bancn ke dinasi, bimbingan, pembinaan teknis operasional dan
pengembangan ungkungan serta penyehatan air.

Bagian Keempat
Dinas Sosial
Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 71

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanaan urusan pemerintahan daerah di
bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
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Paragraf 2
Fungsi

Pasai 72

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana sirategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah ;

perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sosial;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;

perumusan, perencanaan, pembincan dan pengsindinlian kebijakan teknis
pemberdayaan sosial; '

perumusan, perencanoan, pembinaan dan pengendalion kebijckan teknis
peiQyanan dan rehiaoiiiias sosiai;

perumusan, perencancan. pembinaan dan pengendalicn kebiiakan teknis
~oniuan dan jaminon sosial;

penyelenggaruean urusan kesekretarictan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 73

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.

Pasal 74

Kepala Dinas, membawahkan :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
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Bidang Pemberdayaan Sosial;

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsionai.

@™o a0

Sekretariat
Pasal 75

{1) Sekretariat mempunyai tugos pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kKebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi
keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melcksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepadao Kepala Dinas.
Fasai 76

Untuk imenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud aclam Pasal 725,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penviapan ktshan perumuson kebiickan perencanaan progia., aoministiosi
umum dan keuoigan;

b. penyiapan bahun koordinasi perencanaan program, administrasi umum aan
keuangan;

C. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan
peloporan;

d. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan  kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi kevangan.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 77
(1) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
¢. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 78

{1} Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyigpan bahan koordinasi penyusunan rencana dan  program,
monitoring, evaluasi serfa pelaporan.

{2} Sub Bagian Umum mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
Dohiun adminisitasi umum gan kepegawaion,  kefaigiaksanaon, periengkopan
dan pemeliharoan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

{3} Sub Bagian Keuangu. nmempunysi tugyas melakukan oengumpuion  dan
pen |‘)r'i’J}.Ju| v bohan kocrdinasi Peny LGl Lhigygran, perbei“bG Waraan,
verifikasi dan akuntansi ketiangd.,

Bidang Pemberdayaan Sosial
Pasal 79

{1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat
terpencil, tenagc kesejahteraan sosial masyarakat dan  fakir,  serta
pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesehckowanon sosial, peran
keluarga dan penyuluhan sosial;

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
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Pasal 80

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijockan pemberdayaan komunitas adat
terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan  fakir,  serta
pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial., peran
keluarga dan penyuluhan sosial;

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pemberdayaan komunitas
adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fokir, serta
pemberdayaan kepahlawanan, keperinfisan, kesetiakawanan sosial, peran
keluarga dan penyuluhan sosial;

penviapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pemberdayaan komunitas adat ferpencil;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengatuiun
teknis tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pembardayaan kepahlawanan, keperintiscn, kesetiokowanan sasiol,
peran kelvargs dan peny uitihan sosian

seicksanaa tuaas lam vang diberikan oleh atasari sesuai dengan bidang tugas
don fungsinya

Pasal 81

(1) Bidang Pemberdayaan Sosiqi, membawahkan :

a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;

b. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahieraan Sosial Masyarakat dan Fakir;

c. Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperinfisan, Kesetiokawanan Sosial,
Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 82

(1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil,
pemberdayaan komunitas adat terpencil, pendataan komunitas adat terpencil,

serta melakukan pengkajian komunitas adat terpencil.
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(2) Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan  Fakir
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi,
bimbingan, pengendalian dan pemberdayaan fenaga kesejahteraan sosial
rmasyarakat dan fakir,

{3) Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran
Keluarga dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiagpan  bahan  koordinasi, bimbingan, pengendadlian  dan
pemberdayaan kepohlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran
keluarga dan penyuluhan sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Pasal 83

(1) Bidang Pelayaonan dan  Rehabifitasi  Sosial  mempunyai  tugas  pokok
melaksanckan  penyiapan  perumusan  kebiiakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak,
K&sgjanieraan masyarakat don panti, serta rehabliifasi penvandang cacat;

(2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yung dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kenola Thaas.

Pasal 84

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83,
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kesejahieraan anak,
kesejahteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang cacat;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan kesejahteraan
anak, kesejohteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang
cacat;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan pengaturan
teknis peningkatan kesejahteraan anak;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis peningkatan kesejahteraan masyarakat dan panti;
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e. penyiapan bahan pembinacn, bimbingan, pengendalian dan  pengaiuran
teknis rehabilitasi penyandang cacat;

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 85
(1} Bidang Petayanan dan Rehabilitasi Sosicl, membawahkan :

G. Seksi Kesejahteraan Anak;
b. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Panti;
c. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

{2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayot (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepclc s&ksi yang dalam melakukan tugasnya terada di bawah dan
bertanggung jowab kepoda Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Fasai Ba

(1} Seksi Kesejohteraon Anak mempunvai tugas melakukan pengumpuion oan
penviapan bahan pelayanan anck terdantar, anak jaiunain, anak iickal. korbun

I~ vy
Yerusuhan, pengungst dan korban penyaiGhgunaan 1iapza.

(2) Seksi Kesejah:ein.an Masyaraka: don Panti mempunyai tugas melakukan
pengumpuian aan penyicpan bahan kesejahteraun masyarakat dan panti.

(3) Seksi Rehabilitasi Penyandong Cacat mempunyai  tugas  melakukan
pengumpulan dan penyiopan bahan koordinasi kegiatan pelayanan don
rehabilitasi penyandang cacat.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
Pasal 87

(1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis penanggulangan korban bencana
alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan
pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan
jaminan kesejahteraan sosial;

{2) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab
kepada Kepala Dinas.
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fasal 88

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87,
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi

Q.

—

penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan korban bencana
alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan
pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan
jominan kesejahieraan sosial;

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanggulangan korban
bencana alam don sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak
kekerasan dan pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber
dana sosial dan jaminan kesejahtercan sosial;

reayiapan bohan pembinaan, bimbingan, pengenddalian dan  pengaturan
teknis penyusunan pedoman penanggulangan korban benccno alam dan
sosial;

. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan

feknis  pencegahan dan pembinoan korban tindak kekergsan don pekeria

migran;

. penviapan bohan peribingon, Cimbingan, pengenaclicn Jdan peonaoaturcn
) g =

feknis pengumpuian dar pengeicicon sumiuer dana sosial serta jarminan
keseichteraar sosial;

pelaksanaarn tuyas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 89

{1} Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan :

a. Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial;

b. Seksi Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja
Migran;

c. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan  Jaminan
Kesejahteraan Sosial.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jaowab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
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Pasal 90

(1) Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial mempunyai tugas

melakukan pengurpulan dan penyigpan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, penyusunan prosedur tetap {protap) penanggulangan bencana
alam dan sosial.

(2) Seksi Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

mempunyai tugas melakukar pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi,
pembinaan, pengendalian, pencegahan, inventariasi pendataan korban tindak
kekerasan psikologis, ekonomi, fisik, lingkungan, penanganan anck korban tindak
kekerasan, dan penanganan pekerja migran.

(3) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial don  Jaminan

Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melokukan pengumpulon  dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pendayagunaar:
sumber dana sosial, asuransi  kesejahteraan scsial  {askesos). bantudi
kesejahteraan sosial permanen (BKSP).

Bagian Kelima

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf !
Tugas Pokok

Pasal 91

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanaan urusan
pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a.

perumusarn kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan tfransmigrasi sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;

perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga
kerja dan transmigrasi;

[ e
H . H-
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penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peiagyanan umum bidang tenaga
kerja dan fransmigrasi;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pengembangan tenaga kerja;

. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebiakan feknis

pengawasan ketenagakerjaan;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengenddalian kebijakan teknis
pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

perumuson, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan feknis
transmigrasi;

. penyelenggaraan urusan kesekretanatan;

peiaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dings:

peloksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
den fungsinva.

Kepala Dinas

Pasal 93

Kepala Dings memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagamana
dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasai 92.

Pasal 4

Kepala Dinas, membawahkan :

@meanoo

Sekretariat;

Bidang Pengembangan Tenaga Kerja;

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjar;
Bidang Transmigrasi;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Sekretaiiat
Pasal 95

(1} Sekretariat  mempunyai  tugas pokok melaksanakan  penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perengkapan dan administrasi
keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dings.
Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugos nokok sebagaimana dimaksud dalom Pasal 925,
Sekreiariat menmonyai fungsi

a. penviagan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
umum dan keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

0
D

nylapan bohan koordinasi perenconaan prograin, moni

lapoian;

T
D

d. penyicpan bohan  koordingsi  administrcsi umum  dan kepegawaian,
ketaialaksunaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntanst keuvangan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 77
(1) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.

{2) Sub Bagian-Sub Bagicn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalom melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

A
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Pasal 98

(1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapcn bahan koordinasi penyusunan rencana dan  program,
ronitoring, evaluasi serta pelaporan,

{2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum don kehumasan serta pengaduan masyarakat.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinast penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuvangan.

Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
Pasal 99

(1) Bidang Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan
penviapGn bahain perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis pelatihon dan preduktivitas tenaga
kerja, bina tenaga kenua dun penuccan lapangan keria, serta informasi bursa
keric dan penemncton tencon kena;

{2} Bidang Pengembanuan Tenayo Keia dipimpin oleh seorang Kepaia Bidang
yang dalam meaiaksanakan tugasnya weraaa O bawch dan berfanggung jawab
kepoda Keraia Dinags.

Pasal 100

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,
Bidang Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

Q. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelatihan daon produktivitas tenaga
kerja, bina tenaga kerjo dan perluasan lapangan kerja, serta informasi bursa
kerja don penempaian tenaga kerja;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pelatihan dan produktivitas
tenaga kerja, bina tenaga kerja dan perluasan fapangan kerja, serta informasi
bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;

c. penyigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

d. penyiagpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis bina tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja;
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&. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendation dan  pengaiuran
teknis informasi bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;

f. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.

Pasal 101
(1) Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, membawahkan :

a. Seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Seksi Bina Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
c. Seksi Bina Informasi Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud peda ayat (1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawan aon
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja.

Pasai 102

{1} 3eksi Bing Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan
pengumpulan gan csayiapan hahan koordinasi, pembinaan, pengenddlian
viogran peiatinan, lemodaga petatinen dun picdekivilas tenaga Kena sesudi
ket .utuhan pasar.

{2) Seksi Bina Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja mempunyai 1ugas
melakukan pengumpulan don penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, penyusunan pembinaan tenaga kerja sektor da informal dalam
rangka perluasan iapangan kerja.

{3} Seksi Bina Informasi Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, informasi bursa kerja dan penempatan tenaga kerja.

Bidang Pengawasan Tenaga Kerja
Pasal 103

(1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serfa pengembangan teknis penetapan norma kerja, kesehatan
kerja dan lingkungan kerja, serta keselamatan kerja;

{2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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Pasal 104

Unfuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103,
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan norma kerja, kesehatan
kerja dan lingkungan kerja, serta keselamatan kerja:

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program norma kerja, kesehatan
kerja dan lingkungan kerja, serta keselamatan kerja;

C. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalioan dan pengaturan
teknis norma kerjg;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis kesehatan kerja dan lingkungan kerja;

€. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddalian dan pengaturan
teknis serta keselomatan kerja; '

-

petaksanaan fugds icin yang diberikan oleh alasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.

Pasal 105
(1} Bideng Pengawasan Ketenagakeriaan, me:nbawvahkan

Q. Seksi Norma Kerja;
b. Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerjq;
c. Seksi Keselamaton Kerjo.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yong dalam melakukan tugasnya berada di bawaoh dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjoan.

Pasal 104

(1} Seksi Norma Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan koordinasi, pembinaan, pengendatian, pengawasan norma Kerja dan
upah minimum.

(2) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja mempunyai tugas meiakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan peraturan kesehatan dan lingkungan kerja, serta pemeriksaan
pelayanan kesehatan kerja diperusahaan lintas Kabupaten/Kota.
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[3) Seksi Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpuian dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian norma keseiamatan
kerja dan pengawasan norma keselamatan kerja lintas Kabupaten/Kota.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pasal 107

{1} Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
mempunyai fugas melaksanakan penyiopan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, bimbingan,  pengendalian, pengembangan teknis
penetapan syarat kerja dan pengupahan, pembinaan  jaminan  sosial,
kesejahteraan dan kelembagaan, serta penyelesaian perselisihnan hubungan
industrial dan mogok keija;

(2} Bidong “embinaan Hubungan Industrial dan Jominan Sosial Tenaga Kerja
dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bercda ai bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 108

Untuk menyelenggarcken tugas pokok sebaguini.ane dimaksud daiam Fasal 107,
Bidong Pembinaan Hubungan Industial don juminan Sosivi Tenagu  &era
mempLnyai fungsi:

a. peryiopcn baohan  perumusan  kebilokan  penetapan  syarat  korja dan
penguipahan, pembinaan jaminan sosial, kesejahteraan dan kelembagaan,
serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja;

b. penyigoan bahan koordinasi perencanaan program penetapan syarat kerja dan
pengupahan, pembinaan jaminan sosial, kesejahteraan dan kelembagaan,
serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja; '

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis penetapan syarat kerjia dan pengupahan;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis pembinaan jaminan sosial, kesejahteraan dan kelembagaan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja;

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

i 7R KR A

P



45

Pasal 109

{1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kefja,
membawahkan :

a. Seksi Penetapan Syarat Kerja dan Pengupahan;
b. Seksi Pembinaan Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kelembagaan;
c. Seksi Penyelesaian Perselisinan Hubungan industrial dan Mogok Kerja.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalom melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 116

(1) Seksi Penetapan Syarat Kerjo Dan Pengupahan mempunyai fugas melakukan
penguimpulan dan penyiopan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
penetapan syarat kerja dan pengupahan;

(2) Seksi Pembinaan Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kelembagaan mempunyci
tugas melakukan pengurapuiun dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendclicn iuminan sosin! kesgjahtcraan dan kelembaguar

(3} Seksi Penyelesaran Perz2lisinun Hubungan Indusirial dan Mogok Kerja mempunyai
fugos melakukan pengumpulan dan senvicpaon bahan koordinasi, pembinaan,
pengenddiian penyelesuian perselisinan hubungan industricl dan mogok kerja.

Bidang Transmigrasi
Pasal 111

{1) Bidang Transmigrasi mempunyai fugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta
pengembangan ieknis pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat
transmigrasi, penyiapan permukiman dan fasilitasi perpindahan fransmigrasi,
perencanaan dan pengembangan kawasan fransmigrasi.

(2) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab kepada
Kepala Dinas.

o ey
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Pasal 112

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,
Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijokan pembinaan, pemberdayaan dan
pelayanan masyarakat transmigrasi, penyiopan permukiman dan  faosilitasi
perpindahan transmigrasi, perencanaan dan pengembangan kawasan
transmigrasi;

b. penyicpan bahan  koordinasi perencanaan  program  pembinaan,
pemberdayaan dan pelayanan  masyarakat  transmigrasi,  penyiopan
permukiman dan fasifitasi perpindahan  transmigrasi, perencanaan  dan
pengembangan kawasan tfransmigrasi;

c. penyiapan bohan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat iransmigresi:

d. penyiopan bahan pembinacn, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis penyiapan permukiman dan fasiitasi perpindahan fransmigrasi;

@

penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis perencanaan dan pengembangan kawasan fransmigrast;

i . i w . .
I pelaksoruon tugos lain vang diberikan olch otcean scsual dengan bidang tugas

dra fungsinyc.

Pasal 113
(1) Bidang Transmigrasi, membawahkan :

a. Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Transmigrasi;
b. Seksi Penyiapan Permukiman dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi;
c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

Pasal 114

(1) Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Transmigrasi
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi,
pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
transmigrasi.
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Seksi Penyiapan Permukiman dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi mempunyd
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan keordinasi, pembinaan,
pengendalian permukiman dan fasilitasi perpindahan transmigrasi.

(3} Seksi Perencanaan dan Pengembangon Kawasan Transmigrasi mempunyci

tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendalian bimbingan tehnis perencanaan dan pengembangan kawasan
transmigrasi.
Bagian Keenam
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Tugas rornk

vasqal 115

Dinws Perthubungan mempunyai lugas Pokok melaksanoan uusan pemeriniahan
daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas ctonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 116

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113,
Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

Q.

perumusan kebijokan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencand
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;

perencanaan, pembinaan dan pengendalian  kebijakan teknis bidang
perhubungan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan  pelayanan  umum bidang
perhubungan;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
perhubungan darat:

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalion kebijakan teknis
perhubungan laut;
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f. perumusan, perenccnaan, pembinaan dan pengendalian kebiakan ieknis
perhubungan udarag;

g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis ialu
lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i.  pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 117
EPGId DiNds memimpin  pelaksanaoin ugas pokok dan fungsi sebagoimana
d dalam Pasal 115 dan Pasal 116.

Pasal 138

Kepale Cinas, membaowohizan :
Sekietartat;
Bidang Perhubungan Darat;
Bidang Perhubungan Laut;
Bidang Perhubungan Udarg;
Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);

Unit Pelaksana Teknis Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

@roapTo

Sekretariat
Pasal 119

(1) Sekretariat mempunyai  tugas pokok melaksanakan penyiagpan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi
kevangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

(2) Sekretariat dipimpin oteh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 120

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagcimana dimaksud dalam Pasal 119,
Sekretariat mempunyai fungsi -

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
uymum dan keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan
© pelaporan;

d. penyiapan bahan koordinasi administrasi  umum  dan  kepegoawaian,
veiatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan.
verifikasi dan akuntanst kevangan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

csal 121
{1} Seketariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Kevangan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} masing-masing
dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 122

{1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan fencana dan program.
monitoring, evaluasi serta pelaporan.

{2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
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(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpuian  dan
penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi xkeuangan.

Bidang Perhubungan Darat
Pasal 123

(1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiopan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian
serta pengembangan teknis lalu lintas perhubungan daratf, angkutan jalan, dan
tehnik sarana dan prascrana jalan;

(2} Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala Dings.

Pasal 124

Untuk meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123,
sidang Perhubungan Darat mempunyci fungsi

a. penyiapan bahan pervmusan kebijakan iaiv intas perhubungan darai, angkuian
ialan, dan tehnik sarana dan prasarana jalan;

b. penyicpan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan laly lintas
perhubungan darat, angkutan jalan, dan tehnik sarana dan prasarana jalan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis lalu lintas perhubungan darat;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis angkutan jalan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
tehnik sarana dan prasarana jatan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 125
(1) Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
a. Seksi Lalu Lintas;

b. Seksi Angkutan Jalan;
c. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan.
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(2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 124

{1) Seksi talu  Lintas Jalan  mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan lalu
lintas jalan Nasional/Provinsi.

(2} Seksi Angkutan Jalan mempunyai fugas melakukan  pengumpulan dan
penviapan bahan koordinasi, pembinaan. pengendalian, penyusunan jaringan
trayek dan jaringan pelayancn kereta api

(3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan mempunyai tugas melakukan
nengumpulan dan penviczan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
penyusunan penetapcn rencana  umum  jaringan  transportasi jalan dan
perkeretaapian.

Bidang Perhubungan Laut
Pasal 127

{1} Bidang Perhubungan Laut mempuiyal tugas pcrok melansanaken penyiapan
pbahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimkingan, pengendatian
serta pengembangan teknis angkutan laut, kenelabuhan, perkapalon dan
keselamatan pelayaran;

(2} Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepata Dinas.

Pasal 128

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127,
Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas : '

a. penyiapan bahan perumusan  kebijokan angkutan  laut, kepelabuhan,
perkapalan dan keselamatan pelayaran;

b. penyiapan bahan koordinasi  perencanaan  program  angkutan laut,
kepelabuhan, perkapalan dan keselamatan pelayaran:

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis angkutan laut;

i
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d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis kepelabuhan;

€. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis perkapalan dan keselamatan pelayaran;

f. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 129
(1} Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :

a. Seksi Angkuian Laut:
b. Sekst Kepelabuhan;
c. seksi Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oleh
scorang Kepdala Seksi yang dalam melckukan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Fasal 130

1) Seksi Angkutan Laut mempunyoi tugas melakukan penguimpuian dan penyiapan
bahan perizinan usaha angkutan laut.

(2} Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan  dan
penviapan bahan penyusungn  pembangunan  prasarana  pelabuhan,
pengelolaan pelabuhan iaut.

(3) Seksi Perkapalan dan Keselomatan Pelayaran mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan perizinan perkapalan dan keselamatan
pelayaran.

Bidang Perhubungan Udara
Pasal 131

(1) Bidang Perhubungan Udara mempunyui tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian
serta pengembangan teknis angkutan udara, teknik bandara, dan keselamatan
penerbangan;
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(2} Bidang Perhubungan Udara dipimpin oieh seorang Kepaia Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 132

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131,
Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

a. penyiopan bahan perumusan kebijakan angkutan udara, teknik bandara, dan
keselamatan penerbangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program angkutan vudara, tehnik
bandara, dan keselamatan penerbangan;

C. penryviapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendadlion dan pengaturan
teknis angkutan udarg;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
tehnik bandara;

€. penyiapan bahan pembinaon, bimbingan, pengendalion dan pengaturan

rzknis keselamatan penerbangan;

f. pelaksaraian tugas o veing diberikon oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 133
{1) Bidang Perhubungan Udara, membawahkan :

a. Sekst Angkutan Udarg;
b. Seksi Teknik Randara;
C. Seksi Keselamatan Penerbangan.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin cleh
seorang Kepala Seksi yang dalom melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara.

Pasal 134

(1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pembinaan angkutan udara meliputi rute {iaringan) dan
kapasitas penerbangan, izin terbang dalam Provinsi serta jasa kebandar
udaraan.
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(2) Seksi Teknik Bandara mempunyai fugas melakukan pengumpulan  dan
penyiagpan bahan penetapan, pengawasan dan pengendalian lokasi bandar
udara, pembinaan teknik bandar udara.

(3) Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan pembinaan keselamatan penerbangan, peralatan dan
fasilitas penunjang operasi penerbangan,

Bidang Lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)
Pasal 135

{1) Bidang Lalu fintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangcen mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan  ieknis
keselaomatan, prasarang, angkutan  lalu  lintas  sungal, danau  dan
penyeberangan;

{2} Bidang Lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dipimpin oleh
seorany Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan berfanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 134
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasar 1055,
Bidang Lalu lintas Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan keselamatan, prasarana, angkutan laly
lintas sungai, danau dan penyeberangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program keselamatan, prasarana,
angkutan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan:

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis keselamatan lalu lintas angkutan sungal, danau dan penyeberangan;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian don pengaturan
teknis prasarana laty lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis angkutan lalu fintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 137

{1} Bidang Lalulintas  Angkutan  Sungai, Danau dan  Penyeberangan,
membawahkan:

a. SeksiKeselamatan ASDP;
b. Seksi Prasarana ASDP;
C. Seksi Angkutan ASDP.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melokukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Laluiintas Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan.

Pasal 132

{1} Seksi Keselamatan ASDP mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiagpan bahar: cenyusunan dan penefapan rencana jaringcn sungai dan
danau, serta penyeberangan.

(2) Seksi Prascrana ASDP mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan
penviapan bahan penetapan rencang sargna dan prosarana induk daeran
fingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabunun.

{3) Seksi Angkutan ASDP mempunyai fugas pengumpulan dan penyiapan banan
operast angkutan sungal, Jdancau dan penyetarangar.

Bagian Ketujuh
Dinas Komunikasi dan Iinformatika
Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 139

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan  asas
otonomi dan tugas pembantuan.
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raragrai 2
Fungsi

Pasal 140

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasat 139,
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

Q.

perumusan kebiiakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

perencanaan, pembinaan dan  pengendation kebijakan feknis  bidang
komunikasi dan informatika;

penyeienygaraan  urisan  pemerintahan dan  pelayanan  umum  bidang
komunikasi dan informatika;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis.

teknologi informasi;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan feknis
aplikasi telematika;

perumusan, perencanaan, pemoinaan den nengendaiun kebijokan teknis
dokumentast dan informaosi;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos
dan telekomunikasi;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pembirnaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 141

Kepala Dinas memimpin pelaksancan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1392 dan Pasal 140.

P
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rasal 142
Kepala Dinas, membawahkan :

Sekretariaf;

Bidang Teknologi Informasi;

Bidang Aplikasi Telematika;

Bidang Dokumentasi dan informasi;
Bidang Pos dan Telekomunikasi;
Media Center;

Kelompok Jabatan Fungsional.

meQpU0

«©

Sekretariat
Pasal 143

{1) Sekretariat mempunyG tugas pokok melaksanakan  penyiapan  bahan
perumusan bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi
umum, kehumasan, kepegawaian, ketatclaksanaan, perlengkapan dan

administrast keuyangan, monitonng, evaluasi serta pelaporan;
{?) Sekretanat dipimpin oleh secrang Sekretaris yang dalam melaksanakan iugasnya
czrada ) bawah dun bertangung jgwap kepada Kepola Dinas.
Pasal 144

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daiam Pasal 143,
Sekretariat mempunyai fungst :

a. penyigpan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
umum dan keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pregram, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

d. penyiapan bahan koordinasi  administrasi umum  dan kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi kevangan.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 145
(1) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Jagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 144

{1) Sub Bagian Perercanaan Program mempunyai tugas melakukan penguinpulan
dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan encana  dan program,
moniforing, evaluasi serta pelaporan.

{2} Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumputan dan penyiapan
baian administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengoducn masyarakat,

ot Suk Bagion Keuargan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapon bahar keurduiasi | penyusunan  anggararn,  perbendcharaan,
verifikasi dan ckuntansi keuangon.

Bidang Teknologi Informasi

Pasal 147

(1} Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendatian
serta pengembangan teknologi informasi, kerjasama teknologi informasi, dan
pemberdayaan informatika;

{2) Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kelapa Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dings.

Pasal 148

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147,
Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijokan pengembangan teknologi informasi,
kerjasama teknologi informasi, dan pemberdayaan informatika;
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b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan teknologi
informasi, kerjasama teknologi informasi, dan pemberdayaan informatika:;

c. penyiapan boahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pengembangan teknologi informasi;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis kerfasama teknologi informasi;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis pemberdayaan informatika;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.
Pasal 149

(1} Bidang Teknologi Informasi, membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Teknotogi Informasi;
b. Seksi Kerjasama Teknaologi Informasi;
c. Seksi Pemberdayaan Infoermaiika.

{2} Seksi-Seksi sebagoimara dimaksud pada oyat {1) masing-masing animpin oleb
seorang Kepala Sckst vang dalam meakukan tugasnya oerada di bawah dan
bertanggung jciwab kepada Kepala Bidang Teknolegi informasi.

Pasal 150

{1} Seksi Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan teknologi infomasi.

{2) Seksi Kerjasama Teknologi informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan kerjasama teknologi informasi.

{3} Sekst Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan pemberdayaan informatika.
Bidang Aplikasi Telematika
Pasal 151
{1) Bidang Aplikasi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian
serta pengembangan teknis aplikasi teknologi, telematika, dan media informasi;

REE
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{2} Bidang Aplikasi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang daiam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dings.

Pasal 152

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151,
Bidang Aplikasi Telematika mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijokan aplikasi teknologi, telematika, dan
media informasi;

b. penyiopan bahan koordinasi  perencanaan  program  aplikasi teknologi,
telematika, dan media informasi:

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis aplikasi teknologi;

d. penyiapan bohon pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis telematika;

€. penyidpan bahan pemb..aa, bimbingan. pengendalian dci pengcivran
teknis media informasi;

f. pelobsancan tugas lain yang diberikan oleh atasar, secuzi dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 153

(1) Bidang Aplikasi Telematika, membawahkan :
a. Seksi Aplikasi Teknologi;

b. Seksi Telematika;
c. Seksi Media Informasi.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Aplikasi Telematika.

Pasal 154

(1) Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan
perencanaan pengembangan aplikasi feknologi.

fer
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(2) Seksi Telematika mempunya tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan

bahan standarisasi software dan hardware telematika.

(3) Seksi Media Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kepada

(1)

{2)

masyarakat melalui media informasi.

Bidang Dokumentast dan Informasi
Pasal 155

Bidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengenddalian serta pengembangan teknis pengolahan informasi, publikasi dan
dokumentasi serta pelayanan pers.

Bidang Dokumentasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakar tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 154

Untuk menyelenggarakan tugas rckon sebogaimana dimaksud dalam Pasal 155,
Bidang Dokuirentasi durintormasi mempunyai fungs?

a.

penyiapan banhun pernsrusan kebijakan pengolahan informasi, dokumentasi dan
publikasi, serta peiayanan pers:

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengolahan informasi,
dokumentasi dan publikasi, serta pelayanan pers;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pengolahan informasi;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis dokumentasi dan publikasi;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddlian dan pengaturan
teknis pelayanan pers;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.



62

Fasal 157
{1) Bidang Dokumentasi dan Informasi, terdiri atas :

a. Seksi Pengolahan informasi;
b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
C. Seksi Pelayanan Pers.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan informasi.

Pasal 158

(1} Seksi Pengolahan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumicuiun dan
penyiapan bahan pengolahan data dan informas: Cahan penerangan dan
penerbitan hasil-hasil peliputan.

(2) Sekst Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan  serta mempublikasikan, menerbitkon  dan
mendokumentasikan kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan.

i3} Seks Felovanan Pers mempunyai tugas melakukan pengumpulan  dan

penyiapan bahan koordinuid gembinaan, penygjian dan pemberitaon meiaiu
pers dan media tainnya.

Bidang Pos dan Telekomunikasi
Pasai 159

(1) Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyal tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis pos, telekomunikasi, serta monitoring
dan evaluasi;

{2) Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 140

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159,
Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pos, telekomunikasi, serta monitoring
dan evaluasi;

A —
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b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pos, telekomunikasi, serta
monitoring dan evaluasi;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pos;

d. penyiapan bahan pembinaan. bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis telekomunikasi;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis monitoring dan evaluasi;

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 141
{1) Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :

a. Seksi Pos;
b. Seksi Telekomunikasi;
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

{2} Seksi-Seksi sebagaimaona dimaksud pada ayat (1) mesing-mesing aipimnsin cien
seorang Kepala Seks! yanqg dalam nielakukan ienosnyc berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 162

{1) Seksi Pos mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
pembinaan dan penertiban pos dan telekomunikasi, standarisasi pos, petunjuk
teknis pelayanan usaha jasa pos.

(2} Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan pembinaan, standarisasi, bimbingan, petunjuk teknis, pelayanan usaha
jasa telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio.

{3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan monitoring sektor telekomunikasi, televisi serta radio siaran.

8,
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8agian Kedelapan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 163
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanaan urusan
pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan  asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi
Pasal 144

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163,
Dings Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fur.gsi

a. perumusan kebijakan tekrus Didang kebudoyaan aan pariwisata sesudal dengan
rencana strategis vang diteiopkan pemerinton doerah;

b. perencanacn. pemnbinaan dan  pengendaiian  kebijaokan teknis bidang
kebudayaan dan pariwisata;

C. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan  pelayanan umum  bidang
kebudayaan dan pariwisata;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina
nilai budaya seni dan film;

o

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina
pengembangan destinasi pariwisata;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
usaha jasa dan sarana pariwisata;

g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina
pemasaran dan kerjasama;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

i. peloksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

A TR
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j. pembinaan Kelompck Jabatan Fungsional;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Kepala Dinas
Pasal 165

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 144.

Pasal 164
Kepala Dinas, membawahkan :

Sekretariat;

Bidang Bina Nilai Budaya Seni dan Film;

Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisatg;
Bidang Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
Biuang ina Pe2masaran dan Keriasama;

Unit Palaksana Teknis Dins.

Relompow Jabaiwn, i vngsional.

o Q

o a0

Sekretariat

Pasal 167
{1) Sekretariat mempunyai  tugas pokok melaksanakan penyiapan  bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan

umum dan kelhwmasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
administrasi keuangan;

{2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 148

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiagpan bahan koordinasi  penyusunan rencana program, monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

st
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(1) Sekretariat, membawahkan :
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. penyiapan bahan  koordinasi  administrasi umum  dan kepegawaian,

ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

- penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran,

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

Pasal 149

BREN

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.

{2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepalo Sub Bagian yang dalam metakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Sekretaris.

LI )
|

fasai 170

{1} Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas mielakukan pengumpulanr

dan  penyiapan bahan  koordinasi penyusunan rencana  dan program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan

bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melokukan pengumpulan dan

penyiapan bahan koordinasi,  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bidang Bina Nilai Budaya Seni dan Film

Pasal 171

(1) Bidang Bina Nilai Budaya Seni dan Film mempunyai tugas pokok melaksanakan

penylapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan. bimbingan,
pengendaiian serta pengembangan teknis nilai budaya dan sejarah, seni dan
film, museum dan kepurbakalaan; o

cpremenee o



67

(2} Bidang Bina Nilai Budaya Seni dan fiim dipimpin oieh seorang Kepaia Bidang
yang dalam melaksanakan fugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 172

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171,
Bidang Bina Nilai Budaya Seni dan Flm mempunyai fungst :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan nitai budaya dan sejarah,
seni dan film, museum dan kepurbakalaan;

b. penyiapan bahan koordinast perencanaan program peningkatan nilai budaya
dan sejarah, seni dan film, museum dan kepurbakalaan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendolian dan  pengaturan
teknis nitai budava dan sejarah;

d. penviapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan pengaturan
teknis seni dan film;

®

penyiopan bohan pembinaan, bimbingan, pengendalicn dan  penggiuvran
teknis museum dan kepurbakalaan;

f. pelaksanaan fugcs inin vang diberkan oieh afosan sesuai dengan bidang rugas

dan fungsinya.
Pasal 173

{1} Bidang Bina Nilat Budaya Seni dan Film, membawahkan :
a. Seksi Nilai Budaya dan Sejarah;
b. Seksi Sent dan Film;
c. Seksi Museum dan Kepurbakalaan.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Nitai Budaya Sent dan Fim.

Pasal 174

(1} Seksi Nitai Budaya dan Sejarah mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
pengumputlan bahan niai budaya dan sejarah.

{2) Seksi Seni dan Film mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan
bahan seni dan film.

R ]
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(3} Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai fugas melakukan penyiapan dan
pengumputan bahan pengelolaan musem dan kepurbakalaan.

Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pasal 175

(1} Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pimbingan, pengendalion serfa pengembangan teknis destinasi pariwisata,
produk pariwisata, dan obyek wisata;

(2) Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala
3i2ang ycng dalam melaksanakan tugasnya berada di bawoh can
bertanggung jawab kepada Kepala Dings.

Pasal 174

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175,
Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunydi fungsi :

Q. penyiapan bahan peiurnusan kebijakan destinasi pariwisata, produk pariwisala,
dan obyek wisata;

b. penyiapan bahai koordinasi perencanaan piogram destinasi pariwisata, produk
pariwisata, dan obyek wisata;

c. penyiapan bahan pembincan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis destinasi pariwisata;

d. penyigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis produk pariwisata;

e. penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis obyek wisata;

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 177
(1) Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
a. Sekst Destinast Pariwisata;

b. Seksi Produk Wisata;
c. Seksi Obyek Wisata,

R
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(2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi
Pariwisata.

Pasal 178

(1} Seksi Destinasi Pariwisata  mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan destinasi pariwisata,

(2) Seksi Produk Wisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan pengembangan produk pariwisata.

{3) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan pembinaan dan pengembangan objek wisata.

Bidang Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Pasal 179

{1} Bideng Usahc Josa  dan Sarana  Poriwiscta mempunyai  tugas pokok
metursunakan petryiapan bahan perumusan kebiukan, Kuorainasi, pembinaan,
oimningan, pengendalian serta pengembangan teknis sarana pariwisata, usaha
jasa pariwisata Jor bimbingan pariwisata:

{2) Bidang Uscha Josa dan Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 180

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179,
Bidang Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyigpan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana pariwisata,
usaha jasa pariwisata dan bimbingan pariwisata;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan sarand
pariwisata, usaha jasa pariwisata dan bimbingan pariwisata;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendadlian dan pengaturan
teknis sarana pariwisata;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis usaha jasa pariwisata;

s
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e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaiian dan pengaturan
teknis bimbingan pariwisatq;

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 181
(1) Bidang Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata, membawahkan :

a. Seksi Sarana Pariwisata;
b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata:
C. Seksi Bimbingan Pariwisata.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayai {1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sekst yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha lasa dan Sarana Pariwisata.

Pasal 182

(1) Sekst Sarana Pariwisaia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan babun pemicinuan sarana pariwisata.

{2} Seksi Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas meiokukan gzngumpulan Jdan
penyiapan bahan pembinaan usaha jasa pariwisata.

{3) Seksi Bimbingan Pariwisata mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan kcordinasi, pembinaan, bimbingan kepariwisataan.

Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama
Pasal 183

(1) Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijokan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis pemasaran pariwisata, kefjasama
pariwisata, dan promosi pariwisata;

(2) Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

can s e
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rasal 164

Untuk menyelenggdrakon tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183,
Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama mempunyai fungsi -

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemasaran pariwisata, kerjasama
pariwisata, dan promosi pariwisata;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pemasaran pariwisata,
kerjasama pariwisata, dan promosi pariwisata;

c. penyicpan bchan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis pemasaran pariwisata:

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingar, pengendalian dan  pengaturan
teknis kerjasama pariwisata;

e. peryiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
tckinis dan promosi pariwisata;

. pelaksanaan tugas lan yang diberikan cleh atasan sesuci dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasai 185
{1} Bidang k:na Pemasaran can Lerjasarr«a, membawahkan :

a. Seksi Pemasaran Pariwisata;
b. Seksi Kerjasama Pariwisata;
c. Seksi Premosi Pariwisata.

{2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama.

Pasal 184

{1} Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiagpan bahan perumusan  kebijokan, koordings, pengendalian, dan
pengembangan pemasaran kebudayaan dan pariwisata.

{2} Seksi Kerjasama Pariwisata mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiopan bahan perumusan kebijakan pemasaran kerjasama budaya dan
pariwisata.
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(3) Seksi Promosi Pariwisaia imempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
hubungan kerjasama pariwisata, usaha pariwisata, promosi, pengembangan
produk wisata, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia.

Bagian Kesembilan
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 187

Dinos Pekerjoan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan  urusan

pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan.
Paragraf 2
rungsi
Pas<al 188

Untuk menyelenggorakan fugas pokox sebagaimana dimaksud datam Pasal 187,
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana
strategis pemerintah daerah:

b. perencanaan, pembinaan dan pengenddalian  kebijakan teknis di bidang
pekerjaan umum;

c. penyelengaaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peketjaan umum;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang penataan ruang:

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang
sumber daya air;

f. perumusan, perenccnaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang
kebinamargaan:

- -y
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g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian ieknis di bidang
keciptakaryaan;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
j.  pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 189
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seboaagimana
dimaksud dalam Pasal 187 dan Pasal 188.

Pasal 190
kKepala Dinas, membawahkan -
~ekretariat:
Bicang 'enclaon Ruang;
Bioaang Sumber Daya Air;
Bidang Bina Marga;
Bidang Cipta Karya:;

Unit Pelaksana Teknis Dings;
Kelompok Jabatan Fungsional.

©"00000

Sekretariat
Pasal 191

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi
keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

{2} Sekretarial dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam meigksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Cinos.
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Pasal 192

Untuk menyelenggarakan ifugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijokan perencanaan program, administrasi
umum dan Keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan rencana program, monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

d. penyiopan bahan  koordinasi  administrasi  umum  dan  kepegawaian,
ketatalaksanaan, periengkapan dan pemeliharaan, iwukum ooy Yshumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiopan bahan kcordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
veriftkasi dan akuntansi keuangan.

f.  pelaksanaon tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasci 1o’
(1) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 194

{1} Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi
serta pelaporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
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{3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinast  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikast dan akuntansi keuangan.

Bidang Penataan Ruang
Pasal 195

(1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan serta pengendalian teknis
penataan ruang;

(2} Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab kepada
Kepala Dings.

Pasal 196

Untuk menyelenggarakan tugos pokol

tugas pck sebagaimana dimaksud dalom Pasal 195,
Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

29

Q. penyiapan bahan  perumusan  kebjukan  perecconaan tata ruang,
pemaniaalan dan pengendaiiaan igia ruang dan bina ja.a ¥onsirukst;

b. peny:apan bahan koordinasi dar: pereiscanaan tata ruang, peinanicatar, don
pengendaliaan tata ruang dan bira jasa konstruksi;

c. penyiapan bahan perencanaan, bimbingan, pengaturan teknis pengembangan
tata ruang serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang:

d. penyigpan bahan penyelenggaraan survei, pemetaan tata ruang serta
pemanfaatan dan pengendatian tata ruang;

e. penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan teknis operasional pelaksanaan
penataan ruang dan jasa kontruksi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Pasal 197
{1) Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
C. Seksi Bina Jasa Konstfruksi.
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[2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnyc berada di bawah dan
bertanggung jawaob kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Pasal 198

{1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
dan pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaaon perencanaan
tata ruang;

(2} Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan  Ruang mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan dan  pengumpulan  bahan  penyusunan
pengcwasan, pemanfaatan dan pengendalian perizinan berdasarkan norma,
standar, dan kriteria rencana tata ruang wilayah.

(3) Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fugas pokok melakukan penyiapan dan
pengumpuian bahan pembinaan, pengembangan sistem informast. penelitian
dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan jasa konstruksi.

Bidang Sumber Daya Air
rasa. 199

{1} Bidany Sumber Daya Arr meinipunyui tugos pokok melaksanakan penyiapan
wanan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan seria pengendalian feknis
Sumber Daya Air;

{2} Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalom
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dings. '

Pasal 200

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,
Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan irigasi, sungai, danau dan
waduk serta air baku, rawa dan pantai;

b. penyigpan bahan koordinasi dan perencanaan irigasi, sungai, danau dan
waduk, air baku, rawa dan paniai.

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pembangunan serta pengelolaan irigast;
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d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan leknis
pembangunan serta pengeioiaan sungai, danau dan waduk;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
pembangunan serta pengelolaan sumber daya air baku, Rawa dan Pantai;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 201
(1) Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

a. Seksi lrigasi;
b. Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
c. Seksi Air Baku, Rawa dan Pantai.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-mosing dipimein oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan

hertanggung jowab kepada kepaia Bidang Sumber Daya Al

Sasal 202

1] Seksi lhansi mempunyal fugas melakukan penyiapan dan pengumputan bahan
keoraingsi, pembinaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian
pengembangan peningkatan jaringar irigasi.

(2) Seksi Sungai. Danau dan Waduk mempunyai fugas melakukan penyiapan dan
pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan
pengendalian banjir, konservasi sungai. waduk dan danau, serta penyediaan
penggunaan pengusahaan sumber daya air.

(3) Seksi Air Baku, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan
pengendalian program pengembangan  air baku daerah rawa dan
pengamanan pantai.

Bidang Bina Marga
Pasal 203
(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan serta pengendalion
teknis di Bidang Kebinamargaan:
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(2} Bidang Bina Marga dipimpin oieh seorang Kepaia Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 204

Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203,
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a.

o

Y

penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan jolan dan jembatan serta
bangunan pelengkap;

penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan jalan dan jembatan serta
bangunan pelengkap;

penyiapan bahan pembinaan, bimiingan, pengendalian dan  pengatuian
teknis pembangunan serta pengelolaan perencanaan teknis jalan dan
jembatan;

penyicpan bohan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pembangunan  pengelolaan  pengenddlian  penanganan  jalan,

nan don pemeliharaan jalan;

'-..I\.tl i UGI Isdl Ahdd AN

T

. penyiapai: Lahan pernbinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan

teknis pembangunan serfa pangeiniaon penelition dan pengembangsn
teknologi bidang jalan dan jembatai jalar serta banguc-cn pelengkap:

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 205

(1} Bidang Bina Marga, membawahkan :

a. Seksi Perencanaan Jalan dan lembatan;
b. Sekst Jalan;
c. Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.



’9

Pasal 2046

| (1) Seksi Perencanaan Jalan dq
pengumpulan dan penyiapan b
pencendalian perencan

nh Jembotqn mempunyai  tugas melakukan
ahan koorgimcnsr, Pembinaan, pengelolaan, dan
Qaan penanganan jalon dan jembatan, ’

(3) Szksi Jembatan dan Eongunon Pelengkap mempunyai tugas melakukan
p ngumpu‘!on dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan
pPengendalian pembangunan jembatan dan bangunan pelengkap. '

Bidang Cipta Karya
Pasal 207

i1j Bidang Cipia Korya mempunyal fugas pokok  melaksanakan penyiapan
peru_muso_n kebijokan koordinasi, pembinaan, bimbingan serta pengendalian
teknis keciptakaryaan.

e § o ]

{2} Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seciang Kepale didang yung dalam
melaksanakan {ugasnyo berada di baws~h Aar. vertanggt g inwab kepada
aeralo Cinas,

Pasal 208

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daiam Pasal 207,
Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyehatan lingkungan, penataan
bangunan dan perumahan dan pemukiman;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan penyehatan lingkungan, penataan
bangunan dan perumahan dan pemukiman;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pembangunan serfa pengelolaan prasarana dan  sarana  teknis

penyehatan lingkungan;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pembangunan serta pengelolaan perencanaan teknis penataan

bangunan;

B A 1
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e. penyiapan bahan pembinoan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pembangunan serta pengelolaan perencanaan teknis pembangunan
perumahan dan permukiman;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.

Pasal 209

(1) Bidang Cipta Karya. membawahkan :

a. Seksi Penyehatan Lingkungan;
b. Seksi Penataan Bangunan;
c. Seksi Perumahan dan Permukiman.

{?) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawha
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Fasai 210

(1) Seksi Penyehaian uingkungcer mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
peinyiupun bahan Yoordinasi, pembincun. cengeaicon, dan pengendalian

. .
re - I la R alc et ale i I B ot ataiie T
pe‘bl‘lcc:‘lauli 'J\}ll,'cl I\"'.\fl‘ iid !Uﬂ-,ui EEL‘,’ S

Ceksl Penaivon Bangunan me.apunvic wg akuka engumpulan dan

12} Seksi P Rang vae to§as melakukan pengumpul d
penyticpan bahon koordinasi, permbinaarn, pengelolaan, don pengendalian
perencanaan penataan bangunan.

{3) Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi. pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian
perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman,

Bagian Kesepuivh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)

Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 211
Dinas  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok

melaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan,

koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan,

——
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raragraf 2
Fungsi
Pasal 212

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211,
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kébijc:kcm teknis di bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

c. peloksanaan urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umiiy dibidang
perindustrian, perdagangan, kooerasi dan usaha mikro kecii aan menengah:

d. perumusan, perencanaan, pembinacon dan pengendalian kebijakan teknis
industri;

®

perumusan, perenconaan, pembincan dan pengendalian kebijakan teknis
perdaganyun daiar nogen;

£ pervmusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kekiinkan teknis
Lsrdagongan luar negeri:

g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijokan teknis
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional:
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 213

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 211 dan Pasal 212.
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rasal 214

Kepala Dinas, membawahkan :

@™o Qa0TQo

(1]

(S

Sekretariat;

Bidang Industri;

Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
Bidang Perdagangan Luar Negeri;
Bidang Koperasi dan UMKM;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat
Pasal 215

Sekretariat mempunyai  iugas pokok melaksanakan penyiapan  bahan

perumusan bahan kebiickan, koordinasi, perencanaan program, administrasi
umum, kehumasan, kepegawaian, ketafalaksanaan, perlengkapan  dan

administrasi keuangan, menitoring, eveluasi serta pelapoeran;

Sekretariat dipimpin oleh seorong Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasar 2146

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a,

penyiapan bahan perumusan kebijokan perencanaan program, administrasi
umum dan keuangan;

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, adminisirasi umum dan
keuangan;

penviapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring. evaluasi dan
pelaporan;

penyiapan bahan koordinasi  administrasi  umum  dan  kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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fasal 217
(1} Sekretariat, membawahkan :

B. Sub Bagian Perencanaan Program;
c. Sub Bagian Umum;
d. Sub Bagian Keuangan,

{2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Sekretaris.

Pasal 218

{1) Sub Bagian Perarcanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan
wun penyiapan bahan  koordinasi penyusunan rencana  dan program,
monitoring, evaluasi serta pelaporan.

{2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bohan administrasi umum daon kepegawaian, ketatcloksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

{3} Sub Bagian Keuangan mempunyadi iugas meickikan pengumpuian  uan
penyigpan Landin koordinusi penyusuran  anggaron, perceadcharaan,
verifixasi dan akuntansi keuangan.

Bidang Industri

Pasal 21¢%

(1) Bidang I[ndusti mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiogpan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta
pengembangan teknis industri kecil dan menengah, industi agro dan kimia,
serta industri logam mesin elektronika, telematika dan aneka.

(2} Bidang Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 220

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219,
Bidang Industri mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan industri kecit dan
menengah, industri agro dan kimia, serta industri logam mesin elektronika,
telematika dan aneka;

b
i
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b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan industri
kecil dan menengah, industri agro dan kimia, certa industri logam mesin
elekfronika, telematika dan aneka;

D

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis industri kecil dan menengah;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddalian dan pengaturan
teknis industri agro dan kimia;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis industri logam mesin elekironika, telematika dan aneka;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh aftasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 221
{11 Bidang industri, membowahkon ;

a. Seksi Industn Kecii dan idenengah:
D. Seks industri Agro aan Kirnia;
C. Sexstindusin Logur Maesin tiekironika, Teiematika dan Aneka (iLMciA).

{2} Seksi-Seksi sebagaimana amelcud cada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yany dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.

Pasatl 222

{1} Seksi Industii Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industr kecil
dan menengah [IKM) sandang. pangan kimia bahan bangunan, elektronika,
aneka dan kergjinan.

{2} Seksi Industri Agro dan Kimia mempunycai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan tehnis agro dan kimia hulu
dan hilir, peningkatan kerjasama, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan
kegiatan industr agro, kimia hulu dan hilir.

(3) Seksi Industri Logam Mesin  Elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA}
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kebiickan,
pembinaan, bimbingan tehnis industri Logam Mesin  Elektronik, telematika dan
aneka (ILMETA).

- b A
A
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bidang Perdagangan Dalam Negeri
Pasal 223

{1) Bidang Perdagangan Dalam MNegeri mempunyai fugas pokck melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebiiakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis bina pasar dan  distribusi,
perlindungan konsumen dan pengawasan barang, serta bina usaha dan
pendaftaran perusahaan;

{2} Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seocrang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dings.

Pasal 224

Untuk menyelenggarakan tugas pcokok sebagaimana dimarsud dalam Pasal 223,
Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bina pasar dan distribusi, periindungan
konsumen dan pengawasan barang, serta bina usaha don pendaftaran
neruysahaan;

B, penyiapan Dahan kowdinags perencuniaan program bina pasar dan distribusi,
naerindungan konsurnen don pengawasan barang, serta hing uvsaha dan
randaftaran perusahaan;

c. penyiapan bcahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis penyusunan pedoman bina pasar dan distribusi;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalicn dan pengaturan
teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan pengaturan
teknis bina usaha dan pendaftaran perusahaan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Pasal 225
{1} Bidang Perdagangan Dalam Negeri. membawahkan :
a. Seksi Bina Pasar dan Distribusi;

b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang:
c. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
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(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalarn Negeri.

Pasal 226

{1} Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan perumusan koordinasi, kebijakan, bimbingan, pembinaan
pasar dan distribusi.

(2} Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan  penyiopan bahan  perumusan  kebijakan,
standarisasi, bimbingan periindungan kxonsumen dan pengawasan barang
beredor dan jasa.

(3) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dar: L2nyiapan bagan koordinasi, kebijakan, bimbkingan, sertc
evaluasi pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.

Bidang Perdagangan Luar Negeri
Pasal 227

(1) Bidong Perdagangan Luai Negeri mempunya tugas maiaksarnckan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbii.gan, pengenaalian
serta pengembangan teknis kerjasama perdagangan dalam dan tuar negeri:

(2} Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dincs.

Pasal 228

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalom Pasal 227,
Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama perdagangan dalam dan
luar negeri;

b. penyigpan bahan koordinasi perencanaan program kerjasama perdagangan
dalam dan luar negert;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis perdagangan ekspor;
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d. penyigpan bahan pembinaan, timbingan, pengendaiian dan  pengaturan
teknis perdagangan impcor;

e. penyigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis kerjasama perdagangan luar negeri;

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.

Pasal 229
(1) Bidang Perdagangan Ludr Negeri, membawahkan :

Q. Seksi Ekspor;
b. Sekstimron
c. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.

{?) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sekst yang dalam melakukan fugosnya berada di bawah dan
pDerionggung iowab kepada Kepala Bidang Perdogangan Luar Negeii.

fasal 236G

{1} Seksi Ekspor mempunyai tugas meickuken pengumpulan dan penvianan bahan
bimbingan 1einis, perrbinaan dan pengembangan ekspu, serio penerbitan
Surat Keterangan Asal Barung (SKA).

{2) Seksi impor mempunyat tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
pembinaan pengawasan barang impor, serta penerbitan Angka Pengenal
Importir (AP1}.

{3) Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan dunia usaha, pameran,
promosi dagang, dan misi dagang serta kerjasama perdagangan luar negeri.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Pasal 231
{1) Bidang Koperasi dan UMKM mempuriyci tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian

serta pengembangan ieknis bina lembaga koperasi dan UMKM, fasilitas
pembiayaan dan permodalan, serta produksi usaha dan pemasaran;
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{2) Bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oieh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 232

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231,
Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan bina lembaga koperasi dan UMKM,
fasilitas pembiayaaon dan permodalan, serta produksi usana dan pemasaran;

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bina lembaga koperasi dan
UMKM, fasilifas pembiayaan dan permodalan, serta produksi usaha dan
pemasaran;

penyiapan bohon pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis bina lembaga koperasi dan UKM;

penyigpan boehan pembinacn, bimbingen, pengenddalion dan  pengaturan
teknis fasilitas pembiayaan dan permodalan;

. penyiapan bohan pembinaan, birbingan, pongendaian dan pengaturan

TSKS serfa preudvs usGna Gan paeImasaran;

pelaksancan fugaes 1ain yang ciberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugaes
dan fungsinya.

Pasal 233

(1) Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan :

a. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM;
b. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permoddalan;
c. Sekst Produksi Usaha dan Pemasaran.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.
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Pasai 234

(1) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM mempunyai fugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan, peningkatan

lembaga koperasi dan UMKM, serta kerjasama dengan dunia usaha.
(2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan mempunyai tugas melakukan
. pengumpulan dan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan
p evaluasi pembiayaan dan permodalan Koperast dan Usaha Kecil dan

Menengah.

{3) Seksi Produksi Usaha don Pemasaran mempunyai  tugas melakukan
pengumpulan dan  penyiagpan  bahan  bimbingan, pembinaan dan

pengembangan produksi, usaha dan pemasaran produk koperasi dan usaha
kecil serta analisis iklim usaha.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertanian Tanoman Pangan
Paragraf
Tuaas Pokok

Pasal 235
Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksenaan urusan
pemerintahan daerah di bidang pertanian fanaman pangan berdasarkan csas
otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi
Pasal 234

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235,
Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perianian tanaman pangan sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
‘ : pertanian tanaman pangan;
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c. penyelenggaraan uiusan pemerinfahan dan peiayanan vmum di bidang
pertanian tanaman pangan;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendailan kebiakan teknis
produksi fanaman pangan;

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
produksi hortikultura;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan feknis
pengolahan faghan dan air;

g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengenddlian kebijakan teknis
sarana pertanian;

h. penyelenggaraan vrusan kesekretariaicn,
i. pelaksanaan Unii Pelaksana Teknis Dinas;
i pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya. '
Kepala Dinas

Pasal 237
Kepala Dinas memimpin peloksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
cdimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 234.

Pasal 238
Kepala Dinas, membawahkan :
Sekretariaf;
Bidang Produksi Tanaman Pangan;
Bidang Produksi Hortikultura;
Bidang Pengolahan Lahan dan Air;
Bidang Sarana;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

@roaoTQ
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Sekrefariat
Pasal 239

(1) Sekretariai  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrast
umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan  dan
administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

{2} Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dings.

Pasal 240

Untuk micayelengdiuravan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumuson kebijakan perencanaan program, administrasi
umum dan Keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi  cerencanaan program, ynonitoring, evaiuasi darn
peiaporan;

d. penyiapan bahan  koordinasi  administrasi umum  dan  kepegawaian,
ketatclaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuvangan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya. '
Pasal 241
[1} Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.
{2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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Pasal 242

{1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melokukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan  program,
monitoring, evaluasi serta pelaporan.

(2} Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiopan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan keinumasan serta pengaduan masyarakat.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bidang Produksi Tanaman Pangan
Pasai 243

(1} Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fugas pokok melaksanakan
penyiapan bonhan perumusan kebijokan, koordingsi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan feknis pengembangan produksi tanaman
pangarn, pengclahan hast dan pemasaran tanaman pangan, serfa benih
tancman pangan;

12} Dwaang Prodikst Tanamun Pangan dipimpin oieh seorang Kepala Bidang yany
berada dalain meelrzsonakan fugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada lepala Dinas.

Pasal 244

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243,
Bidang Produksi Tanaman Pangcn mempunyai fungsi

Q. penyiopan bahan perumusan kebijakan pengembangan produksi fanaman
pangan, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan, serta benih
tanaman pangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan produksi
tanaman pangan. pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan, serta
benih tanaman pangan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan pengaturan
teknis pengembangan produksi tanaman pangan;

d. penyigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan;
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e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis serta benih tanaman pangan;

f. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya. -

Pasal 245
{1) Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan :

a. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan;
c. Seksi Benih Tanaman Pangan.

[2) Seksi-Seksi sebagaimana dimoksud pada ayat {1) masing-masing dipunpin olei
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 244

1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan mempunyci tugas melakukan
peny.ucon bdron pemetaan potensi dan pengelolaan ichan pertanian
fanaman pehgan.

{2) Seksi Pengolahan Hasit dan Pemasaran Tancman Pancan merapun-ai fugas
melakukan bimbingan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasco
panen, pengolahan hasil, pemasaran, dan peningkatan mutu hasit tanaman
pangan.

(3) Seksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan
evaluasi penerapan pedoman/standar perbenihan tanaman pangan.

Bidang Produksi Hortikultura
Pasal 247

(1) Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis pengembangan produksi hortikultura,
pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura, serta benih hortikulturg;

{2) Bidang Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan fuganya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
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Pasal 248

Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247,
Bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

a. penyigpan bahan perumusan kebijakan pengembangan produksi hortikultura,
pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura, serta benih horfikultura;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan produksi
hortikultura, pengolahan hasit dan  pemasaran  hortikultura,  serta benih
hortikultura;

c. penyiagpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pengembangan produksi horfikultura;

d. penyiapan bahan pembinacn, tirabingen, pengendalion dan  pengaturan
teknis pengoiahan hasil dan pemasaran hortikultura:

e. penyicpcn tahan rpembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis benin hortikulturg;

f. pelaksanaan tugas loin yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

Fasal 249
(1) Bidang Produks! Horfikultura, membawahkan :

a. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
b. Seksi Pengolahan Hasit dan Pemasaran Hortikultura:
c. Seksi Benih Hortikultura.

(2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Produksi Hortikultura.

Pasal 250

(1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai  tugas melakukan
pengumpulan dan penyicpan bahan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan
pertanian Hortikultura.

(2) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiopan bahan pemantauan dan evaluasi penanganan
panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran dan peningkatan mutu
hasil Hortikultura.
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{3) Seksi Benih Hortikultura mempunyai fugas melakukan pengumpulan  dan
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman/standar
perbenihan hortikultura, penyiapan bahan peyusunan kebijakan perbenihan
hortikuttura.

Bidang Pengelolaan Lahan Dan Air
Pasal 251

{1) Bidang Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyigpan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan air, pengelolaan fahan,
dan perluasan areal;

{2} Ricang Penrgelolaan Lahan dan Air Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 252

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebdagaimana dimoksud dalam Pasal 251,
Bidang Pengelolaan Luinarn dan Air mempunyar fungsi :

0. penviapan bahan perurmusen kehijakan pengelolaan air, pengeloiaan iahan,
acn perluasan aredl;

b. penviapan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan  air,
pengelolaan lahan, dan perluasan areal;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddalian dan  pengaturan
teknis pengelolaan air;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pengelolaan lahan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis dan perluasan areal;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 253
(1) Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, membawahkan :

a. Seksi Pengelolaan Air;
b. Seksi Pengelolaan Lahan;
c. Seksi Perluasan Arecl.

[2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepaia Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Afr.

Pasal 254

{1) Seksi Pengelolacn Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan  dan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan sumber
air, rehabilitasi c¢an optimasi air, dan konservasi serta kelembagaan.

(2) Seksi Pengelolcan Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
nenyiapan bohan penstapan  kebijokan, perencanaan, pengembangan
rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian.

{3) Soksi Perluasaan Area!  mempunyal fugas melakukan  penyiapan bahan
pErUinsan  kelyakon,  perencanaan,  pengeimbungun  periuasan  kawasan
tonamaon pongan can hortikultura.

[

Bidang Sarana

Pasal 255

(1) Bidang Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengenddlian serfa
pengembangan teknis perindungan tanaman, pupuk dan pestisida, serta alat
dan mesin pertanian;

(2) Bidang Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepdala Dinos.

Pasal 256

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255,
Bidang Sarana mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan tanaman, pupuk dan
pestisida, serta alat dan mesin pertanian:
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b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program perfindungan tanaman,
pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

c. penyiapan bchan pembinaan, bimbingan, pcngendatian dan pengaturan
tekiis perlindungan tanaman;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaiian dan pengaturan
teknis pupuk dan pestisida:

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis alat dan mesin perfanian;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.
Pasal 257
(1) Bidang Sarana, membawahkan :

eksi Perlindungan Tanaman;
eksi Pupuk dan Pestisida;
=)

Lsi Alct dan Mesin Pertanian.
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(2] Seksi-Seksi sebagaimang dimaksud pada ayat {11 masing-masing dipimpin cleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan fugosnya bercaa i bawair dan
berianggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana.,

Pasal 258

(1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, monitoring, peramalan,
dan pengendalian serangan organisme penggangu tanaman dan horfikultura.

(2) Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan  perumusan  kebijakan, perencanaan, pengawasan
penggunaan pupuk dan pestisida.

(3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengembangan alat dan
mesin pertanian dan kelembagaan.
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Bagian Keduabelas
Dinas Peternakan
Paragraf 1
Tugas Pokok
k 4 Pasal 259
Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerch di bidang peternckan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
Saragr=f 2
Fungsi
Pasal 240

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259,
Dinas Peternakan mempunyai fungsi ;

a. pervimusan kebijakan ieknis bidang pelernakan sesuai dengan rercona straregis
yong aitetapran Pemerintah Daerch;

b. perencanaan, pembinaan dan pengenddlian kebijakan tfeknis di bidang
peternakan;

c. penyelenggaraan wusan pemerintchan dan pelayanan umum di bidang
peternakan;

d. perumusan, perencancan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
perbibitan dan budidaya peternakan;

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pengembangan kawasan dan usaha peternakan;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengenddlian kebijakan teknis
kesehatan hewan;

g. perumusan, perencanaan., pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;

¥ h. penyelenggaraan vrusan kesekretariatan;

i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
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j. pembinaan Kelompok Jabaian Fungsionai;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Kepala Dinas
Pasal 2461

Kepala Dinas memimpin peloksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 259 dan Pasal 260.

Pasal 262
Kepaia Dinas, membawahkan :

Sekretariat;

Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternckan;

Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan;
Bidang Kesehatan Hewan;

Ridang Pasca Panen dan Kesehaian pasyarakat Veteriner;
Unit Pelaksana Texnis Dinas;

Keiompok jabaian Fungsionai.

@ paoTo

Sekreiuriat
Pasal 263
(1) Sekretariact mempunyai  tugas  pokok melaksanakan penyiopan bahan
perumusan bahan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi
umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksancan, perlengkapan dan
administrasi keuangan, monitoring. evalucsi serta pelaporan;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 264

Untuk menyelenggarakain tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
umum dan keuangan;
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b. penyiapan bahan koordinasi perencanadn program, administrasi umum dan
kevangan;

c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

d. penyiopan bahan koordinasi administrasi - umum dan kepegawaian,
ketatalaksanaan, perflengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi kevangan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 265
(1) Sekretariat, membawahkan

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
. Sub Bagian Kcuangan.

(2) Stb agian-Sub Bagian sebagaimana gimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipirnpiin olet seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan jugasnyd
berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Sekretaris.

Pasal 264

{1} Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program,
monitoring, evaluasi serta pelaporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaar., hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai fugas melakukan  pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi  penyusunan  anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntanst keuangan.
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bBidang Ferbibitan Dan Budidaya Peternakan
Pasal 267

{1} Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendclian serfa pengembangaon teknis perbibitan ternak,
budidaya ternak, alat dan mesin peternakan serta pakan temak;

(2) Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternokan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidong vyang dalam melaksanakan tugasnya berada dif bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepaia Dinas.

Pasal 268

Untuk menyelenggarakan fugas poko¥ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267,
Bidang Perbibitan dan Budidaya Feternakan mempunyai fungsi :

Q. penyiopan bahan perumusan  kebiokan peningkatan perbibitan  ternak,
budidaya ternak dan alat dan mesin peternakan, serta pakan ternak:
penyiapan bahan koordinasi perencanoan program peningkatan perbibitan

ternak, budidaya ternak dan alat dan mesin petermnackan, serta pakan ternox;

o

c. petyiapun bahan pembinaan, bimbingon. pengendalion dan  pengaiurun
teknis perbibitan ternak;

d. penyigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis budidaya ternak dan alat dan mesin peternakan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis serta pakan ternak;

f. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 249

{1) Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahkan :

a. Seksi Perbibitan Ternak;
b. Seksi Budidaya Ternak dan Alat dan Mesin Peternakan;
C. Seksi Pakan Ternak,

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan  Budidaya
Peternckan.
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Pasai 270

(1) Seksi Perbibitan Ternck mempunyai tugas melakukan pengumpulan  dan
penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan penetapan standar bibit
ternak dan pengaturan perbibitan ternak serta pengelolaan plasma nuftah.

{2) Seksi Budidaya Ternak dan Alat Mesin Peternakan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, rekayasa, penggunaan,
pengawasan mutu, pengujian dan penetapan standar mutu alat dan mesin
peternakan, analisa sistem pada budidaya ternak ruminansia, non ruminansia
dan aneka ternak serta hewan kesayangan.

(3} Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan pembinaan, pengawasan, pengujian mutu dan penetopan standar serta
sertifikasi mutu pakan.

Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
Pasal 271

(1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Usahc Peternakan mempunyai tugas
nokok melaksanakan penvicpon bahan perumusan keuickan, koordings,
pembinaan, bimbingan, pengendaiian ieknis pengemobangun kawasan Gan
kelembagaon peiemokan, peigyanan usaha dan parmbiaycan peiermakan,
penaican. panyebaran dan daia peternckan;

{2) Bidang Pengembangan Kawosan dan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang
Kepalo Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya beroda di bawah dan
bertanggaung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 272

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalom Pasal 271,
Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi:

a. penyiapan baohan perumusan  kebijakan pengembangan  kawasan dan
kelembagaan petemakan, pelayanan usaha dan pembiayaan peternakan,
serfa penataan, penyebaran dan data peternakan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan kawasan
dan kelembagaan peternakan, pelayanan usaha dan pembiayaan peternakan,
serta penataan, penyebaran dan data peternakan;

¢. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendatian dan pengaturan
teknis pengembangan kawasan dan kelembagaan peternakan;
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d. penyigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaiian dan pengaturan
teknis pelayanan usaha dan pembiayaan peternakan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis penataan, penyebaran dan data peternakan;

f. pelaksanaan tugas loin yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 273
{1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, membawahkan :

a. Seksi Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Peternakan;
b. Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Pelernakan;
c. Seksi Penataan, Penyebaran dan Data Peternckan.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasinya berada di bawah dan
hertanggung jowab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawaosan dan
Usaha Peternakan.

Fusaqi 274

1} Seksi Pengembangan Kawascn darn Kelembagaan Peternakan mempunyai
wgas melakukan pengumpulan dan  penyigpan bahan pengembangan
kawasan peternakan, kawasan peternakan terpadu/terintegras dan agropolitan
serta dukungan kerjasama lintas Kabupaten/Kota dan lintas Sektor/Sub Sektor.

(2) Seksi Pelayanan Usaha dan Pembigyaan Peternakan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyigpan bahan perizinan dan pelayanan
usaha peternckan, andlisis peluang-peluang investasi dan  permodalan
peternakan lintas Kabupaten/Kota.

(3) Seksi Penataan, Penyebaran dan Data Peternakan mempunyai  tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penataan, pemantauan dan
evaluasi penyebaran dan pengembangan ternak lintas Kabupaten/Kota serta
melakukan pengumpulan, analisis, penyajion data dan informasi peternakan.

Bidang Kesehatan Hewan
Pasal 275

{1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiagan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian
serta. pengembangan teknis petlindungan hewan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan, serta pengawasan obat hewan dan
pelayanan kesehatan hewan;
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(2) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melcksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 274

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275,
Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijokan perlindungan hewan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan, serfa  pengawasan obat hewan dan
pelayanan kesehatan hewan:

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program perlindungan hewan,
rencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta  pengcwasan obat
newan dan pelayanan kesehatan hewan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaiian dan pengafuran

1rpnto Pl o W=t

teknis penindungan hewan;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendafian dan pengaturan
teknis pencegehan dan pemberantasan penyakit hewan;

e. ponylapan bahon pemiinadn, Dimtigan, pengendalion dan  pengaturan
tekris nengawasan obai newan dan pelayandn kesehaton hawan;

—h
.

pelaksanaan fugaos lain yang diberikan oleh atasan sesuci dengan bidung tugos
dan fungsinya.

Pasal 277

(1) Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :

a. Seksi Perlindungan Hewan;
b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
c. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bowah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 278

(1) Seksi Perindungan Hewan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pengawasan epidemiologi dan  ekonomi veteriner serta
analisa resiko penyakit hewan don kesiagaan darurat penyakit hewan,
pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan hewan.
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(2) Seksi Pencegahan dan Pemberaniasan Penyakit Hewan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiagpan bahan pembinaan, pengendalian,
pengawasan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit hewan menular,
serta eksplosi penyakit hewan.

{3} Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan.

Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 279

{1) Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veleriner mempunyai tugas
pokck melaksanakan penyicpan bohan pervimusan ketugokan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian  serta pengembangan  teknis
pengolahan hasit dan pengawaosan mutu produk, promosi dan pemasaran, serta
kesehatan masyarakat veisrificr,;

{9
i

2} Bidang Pasca Panen dan Kesehaton Masyarakat Veteriner dipimpin odleh
n c Bi dal

! Y
seorang Kepala Bidang yang am melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jowab kepada Kepaia Dinas
Poeql 280

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Catom Pasal 279,
Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan hasil dan pengawasan
mufu produk, promosi dan pernasaran, serta kesehatan masyarakat veteriner;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengolahan hasil dan
pengawasan mutu  produk, promosi dan pemasaran, serta  kesehatan
masyarakat veteriner;

c. penviapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pengolahan hasil dan pengawason mutu produk;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis promosi dan pemasaran;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis serta kesehatan masyarakat veteriner;

f. - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 281
(1) Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
. Seksi Pengolaharn Hasil dan Pengawasan Mutu Produk;

. Seksi Premosi dan Pemasaran;
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

T 0

(2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin olen
seorang Kepala Seksi yang dalam metakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner.

Pasal 282

Scksi Pengolahan Hosit dan Pengowasan Mutu Produk mempunyai tugas
melakukon pengumpuian dan penyiapan bohan pembinaan, pengawasan
penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternckan, mutu produk hasil
ternck/hewan, pasar hewan, serta penanganan pasca panen komoditas

pelermnakan.

{2} Seksi Promasi dan Pemasoran mempunyai fugas meiukukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, SelaksGnacn pemasaan Sai
oiomosi kumodilt peternakan unggulain dotam neges uan eksporn

{4; Seksi  Kesehatun Maosydiakat  Veteriner mempunyar  fegc melakukan
pengumpuian dan penyioparn bohan pembinaan, pengawescn kesehatan
masyarakal veteriner terhadap produk hasil ternak/hewan dan penetapan
standar tehnis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas

(RPU}, Rumah Potong Babi, Kios Daging serta pengawasan Zoonosis dan
kesejahteraan hewan.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 283
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fugas pokok melaksanaan urusan

pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
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Paragraf 2
Fungsi

Pasal 284

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283,
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungst :

a.

13

perumusan kebijckan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerch;

perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
kelautan dan perikanan;

penyelenggaoraan uruson pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kelauian dan perikanan;

perumiusan, perencanaan, pembinaan dan pengendadlian kebijakan feknis
penkanan budidaya;

perumusan, perenconaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

TS

PDENKGRaOnN 1GNgrGo;

penImosan, perencomaan, perbingan dan pengenalian kebijakan teknis
pengCivharn dan semaiares hasi! sarilianan;

perumusan, perencancan, pembincan dan pengendaliaon kebijakan  teknis
kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan (sdi);

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dingas;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 285

Kepala Dihos memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalom Pasal 283 dan Pasal 284.
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Pasal 286

Kepala Dinas, membawahkan :

Sekretaris;

Bidang Perikanan Budidaya;

Bidang Perkanan Tangkap;

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Bidang Kelautan, Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya fkan
(SDI):

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

©apoQ

Q@ ™

Sekretatriat
Pasal 287

(1) Sekretariat mempunyai  tugas pokek melaksanakan  penyiapan  bahan
perumusan bahan kebiiokan, koordinasi perencanaan program, administrasi
umum,  kehumasan, kepegawoian, ketaiolaksanaan., perengkapan dan
administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

{2) Sekretariat dinimnin oleh seorang Sekretaris yang dolam melaksanakan tugasinya
berada di bawah dan bertangnng inwab Yepada Kepala Dinas.
Pasal 288

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287,
Sekretariat mempunyal fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
umum dan keuangan;

b. penviapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

d. penyigpan bahan koordinasi  administrasi  umum  dan  kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;
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e. penyigpan banan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 289
(1) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program:;
b. Sub Bagian Umum:;
c. Sub Bagian Keuvangan.

{2} Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaxksud pado wyct {1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepaia Sub Bagion yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 290

1

i

———

Sub Bagion Perencaonaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi  penyusunan  rencana  don  program,
Inunitonng, evaivasi seria pelaporan.

(2} Sub Bagian Umum mempunydi tugas melakukar pengumpulan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatclak<unaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

(3} Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 291

{1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinacn, bimbingan, pengendalian
serta pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan, sarana dan
prasarana  budidaya dan pembenihan, serta  pengendaiian  lingkungan
budidaya dan kesehatan ikan;

{2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas .
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Pasat 292

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291,
Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi budidaya
dan pembenihan, sarana dan prasarana budidaya dan pembenihan, serta
pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan;

b. penyiapan bahan koordingsi perencanaan program pengembangan teknologi
budidaya dan pembenihan, sarana dan prascrana budidaya dan pembenihan,
serta pengenddalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan;

c. penviapan bohan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan;

penyiopan bahan pembinaan, bimbingon, pengendalion dan  pengaturan
teknis sarana dan prasarana budidaya dan pembenihan;

0

€. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
tcknis seria pengendaiian linokungan budidaya dan kesenhalan ikan;

peloksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tuaas
dan fungsinya,

Pasal 293
{1} Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :

a. Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pembenthan;
c. Seksi Pengenddlian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan lkan.

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepaola Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 294

[1) Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiagpan bahan koordinasi, bimbingan, inventarisasi,
identifikasi dan penyusunan pola pengembangan teknologi budidaya dan
pembenihan perikanan,

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pembenihan mempunyai tugas
melakukan pengumpuian dan penyiagpan bahan  koordinasi, bimbingan,
pengendalian sarana dan prasarana budidaya dan pembenihan.
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(3) Seksi Pengenddiian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan {kan mempunyai tugas

melakukan pengumpulan  dan  penyiopan bahan  pengelolaan  dan
pemanfaatan  serta  perlindungan  sumberdaya ikan  dan lingkungan,
pencegohan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 295

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendaiian serta
pengembangan teknis prasarana dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan
pangkalan pendaratan  kan, tehnologi dan pengembangan usaha
penangkapan ikan, serta pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan usaha
penangkapan ikan;

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab kepada
Kepala Dings.

Pasal 294

Untuk menyelenggortkan tugas pokok sebagaimana <imiaksud acarn Fasal 295,
Biduny Pernvanar Tangiap mempunvai fungsi

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan prasarana dan pengelolaan pelabuhan
perikanan dan pangkalan pendaratan lkan, tehnologi dan pengembangan
usaha penangkapan ikan, serta pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan
usaha penangkapan ikan;

penyiopan bahan  koordinasi  perencanaan  program - prasarand dan
pengelolaan pelabuhan perikanan dan Pangkalan Pendaratan lkan. tehnologi
dan pengembangan usaha penangkapan ikan, serta pengelolaan sumber daya
ikan dan pelayanan usaha penangkapan ikan;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis prasarana dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pangkalan
pendaratan ikan;

penyiopch bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan  pengaturan
teknis tehnologi dan pengembangan usaha penangkapan ikan;
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e. penyiapan baohaon pembinaan, bimbingan, pengenddlian dan pengaturan

teknis serta pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan usaha penangkapan
ikan;

f. pelaksanaan tugas fain yang diberikan oleh atasan sesuai aangon bidang tugas

dan fungsinya.

Pasal 297
(1) Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :

a. Seksi Prasarana dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan

Pendaratan tkan;

Seksi Tehnologi dan Pengembangan Usaha Penangkapan lkan;

c. Seksi Pengeiolaan Sumber Daya lkan dan Pelayanan Usaha Penangkzpan
lkan.

o

{2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan

e P T T e - "8 —~ 1 ]
bertanggung jowab kepoda Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 298

M Sewsi Prasarana  dan Pengelolaan Pelabuhan  Perikanan  don Pangkalan
Pandaratan kan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiopan
bahan koordinasi, pembinaan, pengembangan, rehabilitasi prasarana dan
sarana penangkapan, pola tata operasional, jasa pengusahaan pelabuhan
perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.

(2) Seksi Tehnologi dan Pengembangan Usaha Penangkapan lkan mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi
pemetaan wilayah dan potensi perikanan.

(3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya lkan dan Pelayanan Usaha Penangkapan fkan
mempunyai  tugas melakukan  pengumpulan  dan  penyiapan  bahan
pembangunan, pengembangan dan dan pengawasan penangkapan ikan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pasal 299

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknologi pengolahan muiu
dan hasil perikanan, pengembangan usaha pengolahan ikan dan promosi
investasi, serta kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan;
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{2} Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh secrang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 300

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299,
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempuyai fungsi

c.

penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan
mutu dan hasil perikanan, pengembangan usaha pengolahan ikan dan promosi
investasi, serta kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan;

penyiapan bahan knordinasi perencancun progrcra nengembangan teknologi
pengolahan mutu don hasil perikanan, pengembangan usaha pengolahan ikan
dan promosi invesiasi, serta kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan;

penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan pengaturan

teknis pengembangan teknologi pengeichan mutu dan hasit perikanan;

penyiapan bohon pembinaan, bimbingan, pengendclicn dan  pengaturan
teknis pengemoangan usaha pengolahan ikan dan promesi nvestasi:

penyiopan bohan pembinaan, bimbingan, pengendadian don  pengaturan
teknis serta kelembagacn don pemascran asil perikanan;

pelaksenaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 301

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :

a. Seksi Teknologi Pengolahan Mutu dan Hasil Perikanan;
b. Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan tkan dan Promosi Investasi;
c. SeksiKelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

{2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat [1) masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Peinasaran Hasil
Perikanan.
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Pasal 302

{1) Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaxukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian
teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan.

{2) Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan tkan dan Promosi investasi mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendalian pengembangan pelayanan usaha pengelolaan dan promosi ikan
di dalam maupun di luar negeri.

(3) Seksi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai  tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan
pengembangan kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 303

{1} Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penylapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

peiikanan, pengembangan usana pengalchon ikan dan promost Investasi, sciic
kelembagaan dan pemasaran hasit perikarnar;

{2) Bidang Fengolahan dar Pemosaran Hasit Perikanun dipimgin oleh seorang
Kepaia Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 304

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303,
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan
hasil perikanan, pengembangan usaha pengolahan ikan dan promosi investasi,
serta kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan;

b. penviapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan teknologi
pengolahan hasil perikanan, pengembangan usaha pengolahan kan dan
promosi investasi, serta kelembagaan dan pemasaran hasit perikanan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pengembangan usaha pengolahan ikan dan promosi investas:

frke s -
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e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddalion dan  pengaturan
teknis kelembagaan dan pemasaran hasi! perikanan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 305

{1} Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :

a. Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
b. Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan lkan Dan Promosi Investasi;
c. Seksi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

12} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1 ] masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang datam melakukan tugasnya berada di bawah dan
berfanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Has
Perikanan.

Pasal 304

(1F Sersi Ternuiogih Feogerahan Aasi Pedkancn mamounyar ivygas melakukan
Deagumouian dan penyiopan bahan pembinaan teknologi penanganan dan
pengolahan hasi! perivanaon,

{2} Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan lkan Dan Promosi Investasi mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bohan pengembangan
pelayanan pengclahan ikan dan promosi serta investasi perikanan.

(3} Seksi Kelembagaon dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai  tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan pemasaran
hasil perikanan, pemantauan dan informasi pasar.

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya lkan
Pasal 307

(1) Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya tkan
mempunyai  fugas pokok melaksanakan penyiapan bahan  perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalicn  serta
pengembangan teknis pengawasan perikanan dan kelautan, rehabilitasi,
konservasi  kelautan dan  perikanan, serta  pemetaan, pemberdayaan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
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(2) Bidang kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya tkan
dipimpin cleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 308

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307,
Bidong Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya kan
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijokan pengawasan perikanan dan kelautan,
rehabilitasi, konservasi kelautan don perikanan, serta pemetaan, pemberdayaan
rmasyarakat pesisir dan pulau-pulau kect;

b. penyiapan bahan kcordinasi perencanaan program pengawasan perikanan
dan kelauian, rehabilitasi, konservasi kelautan dan perikanan, serta pemetaan,
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil::

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pengawasan perikanan dan kelautan, rehabiiitasi;

o

;L

}.J\.,r‘y"GDG“ bG on pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
ieknis Korse auta d an perikanan;

2. penviapan bdhan pembinaan, bimbingan, penaendaliar daon  pengaturan
teknis pemetadan, pemberdaycan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecr;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 309

(1} Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya tkan,
membawahkan :

a. Seksi Pengawasan Perikanan dan Kelautan;
b. Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan;
c. Seksi Pemetaan. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecll.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil
dan Pengawasan Sumber Daya ikan.
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Pasal 310

(1) Seksi Pengawasan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengenddfian dan
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, ekosistem laut, pelonggoran
perikanan serta pengadaan sarana prasarand pengawasan.

{2) Sekst Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan mempunyai  tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahaon rehabilitasi ekosistem dan
sumber daya ikan serta pengelolaan kekayaan taut.

{3) Seksi Pemetaan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemetaan
kawasan potensi perikanan, pengelolaan kawasan konservasi laut, serta
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Keempatbelas
Dinas Perkebunan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 311

Dinas Perkebunan mempunyai fugas pokok melaksanaan urusan pemerintahan

daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 312

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311,
Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan pemerintah daerah;

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidong
perkebunan; :

C. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengenddalian kebijakan Teknls
pengembangan perkebunan;
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d. perumusan, perencanaan, pembingon dan pengendalian kebiakan teknis
produksi perketbunan;

e. perumusan, perencanuan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
usaha perkebunan;

f. perumusan, perencanacn, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
perlindungan perkebunan;

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. pembincan Kelompok Jabatan Fungsionat;

i.  pclaksanaan fuges lain yang diberikan oleh atasan sesuat dengan bidang fugas

dan fungsinya.

Kepala Dinas
Pasal 313

Kepcia Dinos memimpin ceaigksanaan fugus pokok dan fungsi sebagaimona

e e lems ] A== DY - 17377 e D o ~
agimcksud dalam Pasail 311 dain Posal 312,

Pasal 314
Kepala Dinas, membawahkan ;

Sekretariat;

Bidang Pengembangan;
Bidang Produksi;

Bidang Usaha;

Bidang Perlindungan;

Unit Pelaksanana Teknis Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

@000

Sekretariat
Pasal 315

{1} Sekretariat mempunyai tugas pokok meicksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrast
keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;

LR
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(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang datam melaksanakan fugasnya
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinacs.

Pasal 3146

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
umum dan kevangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
kevangan;

c. penyiapan bahan koordinast perencanaan program, monitoring, evatuasi dan
pelaporan;

d. penyiapan bahan koordinasi administrasi  umum  dan  kepegawaicn,

ketatalaksanaan, perengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

e. penviopan tahon koordinasi  penvusunan  anggaran,  perbendaharaan,
verifivast dan akuntansi keuangan;

£ oeloksanaar tugas fain vang diterikan oleh aiasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 317

{1} Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program:;
b. Sub Bagian Umum;
¢. Sub Bagian Kevangan.

{2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 318
{1} Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan

dan penyiopan baohan koordinasi penyusunan rencana dan  program,
monitoring, evaluasi serta pelaporan.



(=

120

{2) Sut Bagian Umum mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan nemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

{3) Sub Bagian Keuangan mempunyai fugas melakukan pengumpuian dan
penyicpan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bidang Pengembangan
Pasal 319

(1) Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian
serfa pengembangan feknis  penyiapon  dan pemanfucian lahan.
pengembangan dan perluasan aredl, serta pencican kelembagaan dan sdm
petani;

(2) Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
meiaksanakan ugasnya berada di bawah dan bertanggung jowebh kepada
Kepala Dinas.

Fasal 320

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanc dimaksud dalam Pasal 3i9.
Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijagkan penyiapon dan pemanfaatan lahan,
pengembangan dan perluasan aredl, serta penataan kelembagaan dan sdm
petani;

b. penyiapan bahan koordinast perencanaan program  penyiapan dan
pemanfaatan lahan, pengembangan dan perluasan areal, serta penataan
kelembagaan dan sdm petani;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
feknis penyiapan dan pemanfaatan lahan;

d. penyigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pengembangan dan perluasan areail;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddlion dan pengaturan
teknis serta penataan kelembagaan dan sumber daya manusia pefani;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasai 321
(1} Bidang Pengembangan, membawahkan :

a. Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan;
b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal;
c. Seksi Penataan Kelembagaaon dan SDM Petani.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepalo Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.

Pasal 322

{1} Seksi Penviapan dan Pemcnfoutan Laohan mempunyal tugos melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan data potensi lahan, pemanfaatan lahan
dan sertifikasi tanah, penataan dan penggunaan lahan.

(2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal mempunyai tugas melakekan
cengumpulan don penyicpan bchan penyusunan doan petunjuk
pengembangan  peruasan areal, membuat petunjuk  teknis operasional
rengembanaan tanaman perkebunan.

(3) Seksi Penalaan Kelernibagaan dan SOM Petani mempunryai lugas neiakukan
peagumplian  dan  penyiagpan bahon  koordinasi, bimbingar, penatoan
kelembagaoan dan sumber dayu petani.

Bidang Produksi
Pasal 323

(1] Bidang Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendatian serta
pengembangan teknis bahan tanaman, budidaya tanaman, serta teknologi alat
dan mesin;

(2) Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertonggung jowab kepada
Kepala Dinas.
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Pasal 324

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalom Pasal 323,
Bidang Produksi mempunyai fungsi :

a. penyigpan bahan perumusan kebijakan pengembangan bahar tanaman,
budidaya tanaman, serta teknologi alat dan mesin;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bahan
tanaman, budidaya tanaman, serta teknologi alat dan mesin,;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalicn dan  pengaturan
teknis pengembangan bahan tanaman:

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalion dan pengaturan
ieknis budidoya tanaman;

e. penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis teknologi alat dan mesin:

-1

erikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

-

D
dan fungsinya.

Fasal 325
(1) &idang Produksi, membawahkan :

a. Seksi Bahan Tanaman;
b. Seksi Budidaya Tanaman;
c. Seksi Teknologi Alat Dan Mesin.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnyG berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi.

Pasal 326

{1) Seksi Bahan Tanaman mempunyai fugas melakukan pengumpulan  dan
penyiapan bahan pengawasan peredaran mutu benih dan sertifikasi benih/bibif.

(2) Seksi Budidaya Tanaman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pengawasan budidaya tanaman perkebunan, pengetolaan
tanah, dan kebutuhan penggunaan sarana produksi.

(3) Seksi Teknologi Alat Dan Mesin mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiopan bchan koordinasi, pembinaan. pengawasan dan pemanfauan
perkembangan teknologi alat dan mesin perkebunan.
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Bidang Usaha

Pasal 327

(1) Bidang Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan

cerumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta
pengembangan teknis administrasi perifinan usaha perkebunan, pembinaan
usaha perkebunan, serta standarisasi mutu dan pemasaran produk;

(2} Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Dinas.

Pasal 328

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebogaimana dimaksud colam Posal 327,
Bidang Usaha mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan  perumusan  Fediakan  administrasi - periinan usaha
perkebunan, pembincaan usaha perkebunan, serta standarisasi mutu dan
pemasaran produi;

penyiapan bohan koordinasi perencanaan prograom administrasi perijinan usaha
rerkebunaon, pembinaon usaha perkebunan, serfa standarisasi mutu  dun

PEMOSCIGn iOUUN,

penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, peingendalion den  pengaturan
teknis administrasi perijinan usaha perkebunan;

penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pembinaan usaha perkebunan;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis standarisasi mutu dan pemasaran produk;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 329

(1) Bidang Usaha, membawahkan :

a. Seksi Administrasi Peripnan;
k. Seksi Pembinaan Usaha;
¢. Seksi Standarisasi Muiu dan Pemasaran Produk.



124

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha.

Pasal 330

{1} Seksi Administrasi Perijinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiopan bahan perumusan rekomendasi pemberian ljin Usaha Perkebunan.

(2) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
panyiapan bahan  koordinasi,  bimbingan, pembinaan  uscha  dan
pengembangan dana.

(3) Seksi Standarisasi Mutu aan Pemasaran Produk mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyianan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian
standarisasi mutu dan pemasaran produk.

Bidang Perlindungan
Pasal 331

(1) Bidang Perlindungan mempunyai tugas pokok riciarsanakan cenyiaparn bahan
perumusan kebijakan, koordingsi, pembinaan, bimbingan, peigendalian sena
pengembargan teknis sorana  perlindungan  perkeounan,  r.eramalan,
pengamatan aan pengandclian organisme pengganggu  fcnamen, <erta
konservast fanah dan air;

{2) Bidang Perindungan dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan berfanggung jowab kepada
Kepala Dings.

Pasal 332

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331,
Bidang Perlindungan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana perlindungan perkebunan,
peramalan, pengamatan dan pengendatian organisme pengganggu fanaman,
serta koncervasi fanah dan air;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program sarana  perlindungan
perkebunan, peramalan, pengamatan dan  pengendalian  organisme
pengganggu tanaman, serta konservasi tanah dan air;

c. penvigpan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis sarana perlindungan perkebunan;
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d. penyiapan bahan pembinaan. bimbingan, pengendalion dan pengaturan
teknis peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu
tanaman;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis konservasi tanah dan air;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 333
{1} Bidang Perlindungan, membawahkan :

a. Seksi Sarana Penindungan Perkebunan;

b. Seksi Peramalan, Pengomatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman {OPT);

c. Seksi Konservasi Tanah dan Air.

(2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melckuken tugasnya berada di baweh don
bertanggung jawau kepada Kenala Bidang Perlindungun.

Pasai 324

{1) Seksi Sarana Perlindungan Perkebunan mempunyai  tugas melakukan
pengumpulan dan penyicpan bahan sarana perlindungan perkebunan.

{(2) Seksi Peramatan, Pengamatan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan peramalan, pengamatan dan
pengendalian OPT.

(3) Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, dan pengendalian teknis konservasi
lahan dan air.
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Bagian Kelimabelas
Dinas Kehutanan
Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 335

Dinos Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanaan urusan pemerintahan
daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas ofonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 334

iniuk menyelenggarakan tugas pokek sebagaimang dimaksud dalam Pasal 335,
Dinas Kehutanan mempunyat fungsi :

o

. perumuscn kebijaron toknis bidorg kehutanan sesuai dengan rencana straiegis

vung diteiupkan Pemerintah Daeraty;

perencanugn, pembinagan dan pengendalion kebijakan teknis di bidang
kehutaian;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
perencanaan dan tafa guna hutan;

. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengenddlian kebijakan teknis

produksi dan pemanfaatan hasil hutan;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijokan feknis
peredaran dan industri hasil hutan;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pembinaan perlindungan hutan;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Kepala Dinas
Pasal 337

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanag
dimaksud dalam Pasal 335 dan Pasal 334.

Pasal 338
Kepala Dinas, membawahkan :

Sekretariat;

Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan;
Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
Bidang Peredaran dan Industri Hasit Hutan;
Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan:

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

@roepnoo

Sekretariat
Pasal 339
i1) Sekretariat  mempunyai  tugas pokok melcksanakan  penyiopan  bahan
perumusan kebijokan, koordinasi perencancan program, administiasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketataloksancan, perlengkapan dan administrasi
keuangan, monitoring, evatuasi serta pelaporan;
{2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 340

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencancan program, administrasi
umum dan keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;
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d. penyiapan bahan koordinasi  administrasi - umum - dan kepegawaian,
ketatalaksancan, perlengkapan dan pemeliharaan,  hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat:

e. penyiapan bahan kourdinasi  penyusunan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi kevangan:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 341
(1) Sekretariat. membawahkan :

a. Sub Bagian Perarcanaan Program;
b. Sub Bagian Umum;
. Sub Bagian Keuangan.

(2} Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing
dipimpin olen secrang Kepala Sub Bagieon yang dalam meicksanakan fugasnya

berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Sekretaris.

Fasai 342

{1) 3ut Baginn Perercunc.an Progiam mempunyai fugas melakukun gaagumplian
dan penyiapan bahan  koordinasi  penyusunan  rencana don  program,
monitoring. evaluasi serta pelaporan.

{2) Sub Bagian Umum mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
wahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemelinaraan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiagpan bohan koordinasi  penyusunan  anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

Perencanaan dan Tata Guna Hutan
Pasal 343

(1) Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinast, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan hutan,
rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan;
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{2} Bidang Petencanaan dan Tala Guna Hutan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 344

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343,
Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai fungsi :

a. penvicpan bahon  perumusan  kebijokan  pengelolaan  hutan, rencana
pemanfaatan huian, dan pemolaan hutan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan proegram pengelolaan  hutan,
rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan;

c. penyiapan bahan pembinacn, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pengeloiaan hutan;

d. penviapan bohan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan

®

Nnenviconan haohon nambinaan, Bimbinaon nen
nenyicoan oahan pambmnadn, Simoingan, pen

teknis pernolaan huian

. pelakscncan wgas iain yong diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
dan fungsinya.

Pasal 345
{1) Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan, membawahkan :

a. Seksi Pengelolaan Hutan;
b. Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan;
c. Seksi Pemolaan Hutan.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna
Hutan.
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Pasal 3446

(1} Seksi Pengelolaan Hutan mempunyci tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pembentukan unit pengurusan hutan, daftar penataan
pembangunan kehutanan, pengawasan dan pembinaan dalarmnm penaftaan
pembangunan kehuianan serta melaksanakan kegiatan GIS  {Geographic
Information System) bidang kehutanan.

(2) Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan mempunyai fugas melakukan pengumpuian
dan penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan hutan, penetapan batas
pemanfaatan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan  tata guna kawasan
hutan.

{3) Seksi Pemolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kehutanan don pengelolaan
hutan Propinsi.

Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Huian

i dan  Pemanfoatan Haosil Huian  mempunydi [ugas pokok
melaksanarun penyiuoan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
oimsingan,  pengendaiicn serfa pengemoangan teknis produkst hasit hutan,
sarona Aon tenaga teknis. pemanfaatan hasil hutan, kowasan don josa
Lngxkungon, serta pemungutan hasit hutan dan bina usaha hasit hutan;

[2) Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepata
Bidang vyang dalam melaksanakan lugasnya berada di bowah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Dinas.

Pasal 348

Untuk menyelenggarakon tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347,
Ridang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi hasil hutan, sarana dan tenaga
teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungon, serta
pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasit hutan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program produksi hasil hutan, sarana
dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan,
serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil huian:

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis produksi hasil hutan;
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penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa
lingkungan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 349
(1) Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan, membawahkan

a. Seksi Produksi Hasil Hutan, Sarana don Tenagu Teknis;
b. Seksi Pemanfaatan Hasil huton, lawasan dan Jasa Lingkungan;
¢. Seksi Pemungutan Hasil nuton dan Bina Usaha Hasit Hutan.

(2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
secrang Kepala Seksi yang dalam melokukan tugasnya berado di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepola Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil
Hutan,

Pasal 359

(1) Seksi Produksi Hasil Hutan, Sciana dan Tewage Teknis mempuayal tugas
melakukan pengumpulan dan  penyiagpan bahan  proaukst hosil huton,
pengolahan hasit hutan, penggunaan sarana produksi dan fenaga  teknis
produksi dan pengolahan hasil hutan.

(2) Seksi Pemanfaatan Hasil huian, Kawasan dan Jasa Lingkungan mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemanfaatan hasil
hutan kayu dan non kayu, perijinan pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan.

(3) Seksi Pemungutan Hasil Hutan dan Bina Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bagan pemungutan hasil hutan dan
pembinaan usaha hasil kehutanan.

Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan
Pasal 351

(1) Bidang Peredaran dan  Industri Hasit Hutan  mempunyai  tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian  serta  pengembangan  teknis tertib  iuran
pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasi! hutan, serta industri primer hasil
hutan;
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(2) Bidang Peredaran dan Industri Hasit Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang daiam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 352

Untuk menyelenggarckan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351,
Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tertib ivran pemanfaatan hasil hutan,
tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan:

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program tertib iuran pemanfaatan
hasil hutan, teril seredaran hosil hutan, serta industri primer hasil hutan;

c. penyiapan bcohan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengatfuran
teknis tertib juran pemanfaatan hasil hutan;

0
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teknis tertib peredaran hasil hutan;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimuingan, pengardalian dan  penguivran
ieknis serio industi primer hasti huian;

. pelaxsanacn tugas «ain yang diberixan oleh atasan sesual dengain wicang tugas
dan fungsinya.

Pasal 353
{1) Bidang Peredaran dan Industi Hasil Hutan, membawahkan :

qa. Seksi Tertib luran Pemanfaatan Hasil Hutan;
b. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan;
c. Seksi Industri Primer Hasi! hutan.

[2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan.

Pasal 354

{1} Seksi Tertib furan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan pengukuran dan pengujian hasil hutan,
serta tertib iuran pemanfaatan hasit hutan.
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(2] Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai fugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan peredcaran hasil hutan, evaluasi peredaran hasil hutan,
seria penata usahaan dan pendistribusian dokumen pengangkutan hasil hutan.

(3) Seksi Industri Primer Hasil hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan rencana industri primer hasil huian, melakukan pelayanan
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). serta menyiapkan bahan
bimbingan teknis Industri Primer Hasil Hutan.

Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan
Pasal 355

{1} Bidang Pembinaan Perindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijokan, koordincsi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian seria pengembangan teknis rehabilitasi iahan don hutan, hukum
dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan;

(2) Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepaola Bidang
yang dalam melocksanckan lugasnya bercda di bawah dan berfanggung jawal
kepada Kepaia Dinas.

2asal 354

Untur menyelenggarakan fuyas sokork sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355,
Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan mempunyai fungst :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi iahan dan hutan, hukum dan
pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program rehabilitasi lahan dan
hutan, hukum dan pemberdayaan masyurakat, serta pengamanan hutan;

¢c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis rehabilitast lahan dan hutan;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis hukum dan pemberdayaan masyarakat;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pengamanan hutan;

f. pelaksancan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 357
(1) Bidang Pembinaon Perlindungan Hutan, membawahkan :

a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan;
b. Seksi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Seksi Pengamanan Hutan.

(2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan
Hutan.

Pasal 358

(1) Seksi Rehabilitasi Lakhan dan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapen bahan rehabilitast dan reklamasi serta peingadaan bibit.

(2) Seksi Hukum Don Pembercayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
nengumpuian dan penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan masycrakat,

= TNl

penyelesaion masolah yang berhubungan dengan sengketa hukum dan
peraturan perundong-undangan kehutanan,

(G Tekst Pengamidndn rutorn ooy Gl Iugas imeiakukan pengumpuian dar

ford

penviapan bahan pengamanan dan perlindungan huian.

Bagian Keenambelas
Dinas Perfambangan dan Energi
Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 359
Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanoan urusan

pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energ berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
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Paragraf 2
Fungsi

Pasal 340

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359,
Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai Fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

perencanaan, pembinaan dan  pengendalian  kebijokan teknis  bidang
pertambangan dan energi;

penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dao pelavanon umum  bidang
pertambangan dan energi:

perumusan, perencenaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pertambangon umum;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendclian kebijakan teknis

aeonloa dan sumberdova mineral:
CeI00! Jan sUmber YA mineral

[ Uinusan, perencanaan, pembincan dan pengenddalian kebijakan feknis iisirik
dan pemanfaaton energi;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendaiian kebiigkan ieknis
minyak dan gas bumi;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 341

Kepala Dinas memimpin pelcksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 359 dan Pasal 360.



Pasal 362

Kepala Dinas, membawahkan :

@moanoo

(1)

{“n
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Sekretariat;

Bidang Perfambangan Umum;

Ridang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
Bidang Lisirik dan Pemanfaatan Energi;
Bidang Minyak dan Gas Bumi,

Unit Pelaksana Teknis Dinas:

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat
Pasal 363

Sekretarial mempunyai tugas pokok melaksanakon penyigpan perumusan
sahan  kebijakan, koordinasi perencanaan  program, adminisfrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketataloksanaan, perlengkapan dan administrasi

kouangaon, menifenng, evaluast serta pelaporan;

Sekretariat dipimpin oleh secrang Sekretaris yang culony melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanguny jowab kepada Kepalau Dinas.

Pasal 364

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
umum dan xeuangan;

penyiapan bahan koordinast perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

penyiapan bahan  koordinasi  administrasi  umum  dan kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakdat;

penyiapan bahan koordinasi  penyusunan  anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

pelaksanaan tugas fain yang diberikan oleh aiasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 365
(1) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Sub Bagian Umum:;
¢. Sub Bagian Keuangan.

(2} Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalom melaksanakan tugasnya
berada di bowah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 366

(1) Sub Bagian Perencanacn Program mempunyai fugas melakukan pengumpulan
dan  penyiopan bahan koordinasi penyusunan  rencana  dan  program,
maonitoring, evaluasi serta peiaporan.

(2} Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
baohan administrast umum dan kepegowaian, ketatalaksanaan, perlengkapan
dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

(31 sub Bagian Yeuangarn mempunyc ugas welabukan pengumpulan dan
penyiCpan  banan KOGIGInGs:  DENyusunar  anggoran,  Peloencddanaraan,

verifikast can avuntans keuangan.

Bidang Perfambangan Umum
Pasal 347

(1) Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijckan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengenddlian, pengembangan teknis pengusahaan pertambangan umum,
pembinaan pertambangan, serta konservasi dan produksi pertambangan
umum;

{2) Bidang Pertambangan Umum dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang dalom

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.




(N

138

Pasal 348

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367,
Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

Q.

(2)

penyiapan bahan perumusan kebijokan pengusahaan pertambangan umum,
pembincan perfambangan, serta konservasi dan produksi pertambangan
umum;

penyicpan  bahan  koordinasi  perencanaan  program - pengusanaan
pertambangon umum, pembinaan perfambangan, serta konservasi  dan
produksi pertambangan umum;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pengusahaan pertambangan umum;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaiian can  pengaturan
teknis pembinaan pertambangan;

penyiapan bchan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan

teknis konservast dan produkst pertambangan umum;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
War Tuoaysinyo
Pasal 369
Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
a. Seksi Pengusahaan;
b. Seksi Teknis dan Pembinaan Pertambangan;
c. Seksi Konservasi dan Produksi.
Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan umum.

Pasal 370

{1} Seksi Pengusahaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan

bahan pengusahaan perfambangan dan panas bumi, bimbingan dan
rekomendasi teknis pemberian ijin Pertambangan dan panas bumi, memantau
dan mengevaluasi rencana kerja anggaran biaya perusahaan.
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(2) Seksi Teknis dan Pembinaan Pertambangan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan penertiban iiin usaha pertambangan dan
panas bumi, keselamatan kerja dan lingkungan uscha pertambangan, dan
panas bumi.

(3) Seksi Konservasi dan Produksi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian teknis konservasi
pertambangan  umum, dan pelaksanaan  pengembangan  masyarakat
{CD/CSR).

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 371

(1) Bidang Geologi daon Sumber Daya ticeral mempunyat  tugas pokok
melaksanakan penyiapan benan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendaiian serta pengembangan feknis air tanah dan lingkungan
geologi, sumper daya minerc!  dan batubara, seria geologi  dan mitigasi
bencana geologi;

(2) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 372

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371,
Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan mutu air tanah dan
lingkungan geologi, sumber daya mineral dan batubara, serta geologi dan
mitigasi bencana geology;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan mutu air tanah
dan lingkungan geologi, sumber daya mineral dan batfubara, serta geologi dan
mitigasi bencana geologi;

¢. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis air tanah dan lingkungan geologi:

d. penviopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis sumber daya mineral dan batubara;
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€. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddlion dan  pengaturan
feknis geologi dan mitigasi bencana geologi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 373
(1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :

a. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi;
b. Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
c. Seksi Geoiogi dan Mitigasi Bencana Geologi.

{2) Seksi-Seksi sepagainunc dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jaweb kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 374

i} Seksi Air tonah dan lingkungan Geologlh mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyigpan boanan pengenlaan data dan iniormasi Gii
bawah ianah, pemetaan potensi sumberdayu ~r  tanah, daerch resapan air

tonah, geologi lingkengan dan geciogl iaknik.

{2) Seksi Sumber Dayc Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakuken
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian,
inventarisasi sumber daya mineral dan batu bara.

{3) Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, inventarisas
dan pengelolaan kawasan karst serta kawasan rawan bencana geoiogi.

Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi
Pasal 375

(1) Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengenddlian serta pengembangan teknis ketenagalistrikan, pengembangan
energi, dan konservasi energi;

{2) Bidang LUisirik dan Pemanfaatan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yvang dalam melaksanaan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
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Pasal 3746

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375,
Bidang Listrik dan Pemanfaatan energi Energi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan ketenagalistrikan, pengembangan
energi, dan konservasi energi;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan  program  ketenagatistrikan,
pengembangan energi, dan konservasi energi:

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaiion dan pengafuran
teknis ketenagalistrikan;

d. penyigpan baohan pembinacn, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis pengembangan energi

e. penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaiuran
texnis konservast energi;

£ R B P Y e Ta + Y ale) i 3 -

f. peloksanaan tugas loin yang diberikan cleh atasan sesuat dengan bidang
fugas dan fungsinya.

Pasai 377
(1) Bidang Listrik dan Pernaniaaicn Enargi, membawahkan :

a. Seksi Ketenagalistrikan;
b. Seksi Pengembangan Energi;
c. Seksi Konservasi Energi.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam inelakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Listrik dan Pemanfatan Energi.

Pasal 378

(1) Seksi  Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian ketenagalistrikan dan
pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan serta pelayanan perizinan.

(2) Seksi Pengembangan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, dan pengendalian potensi energi tak
terbarukan, energi baru dan terbarukan.
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Seksi Konservasi Energi mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan  koordinasi,  bimbingan, pengendalian, pembinaan,
inventarisasi pemanfaatan energi dan konservasi energi.

Bidang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 379
Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis huly minyak dan gas bumi, hilir
minyak dan gas bumi, serta josa penunjang minyak dan gas bumi;
Bidang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang calam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pozal 280

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalom Pasal 379,
Bid~ng Minvek dan Gas Bumi mempunyai fungsi

.

penyiapan bahan perumusan kebijakan fhivlu minyck dan gas bumi, hilir minvak
aan gas bumi, serta jasa penunjang minyak dan gas bumi;

penyiapan bahan koordinast perencanaan program hiulu minyak dan gas bumi,
hilir minyak dan gas bumi, serta jasa penunjang minyak dan gas bumi;

penviapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengatuian
teknis hulu minyak dan gas bumi;

. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan

teknis hilir minyak dan gas bumi;

. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengcturan

teknis jasa penunjang minyak dan gas bumt;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 381
(1) Bidang Minyak dan Gas Bumi. membawahkan :

a. Seksi Hulu Minyak dan Gas Bumi;
b. Seksi Hilir Minyak dan Gas Bumi;
c. Seksi Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
berfanggung iawab kepada Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi,

Pasal 382

{1) Seksi Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tuges melakukan pengumputan
dan penyiapan bahen penghitungan produksi dan  pengelolcan data
perimbangan serta Liffing.

(2} Seksi Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penviopan bahaon data preduks, kebutuhan dan penjualan agen dan

pangkalan bahan bakor minyak serta perhiftungan pajak bahan bakar
kendaraon bermotor.

(31 Screi JGsu Penunjung Migos mempunyal fugas meiakukan pengumpulan acn
penyiapan bahan pembiraan jasa penunjang minyak dan gas tumi.
Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pendapatan Daerah
Paragref 1
Tugas

Pasal 383

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanaan urusan

pemerintahan daerah di bidang pajok daerah, retribusi dan pendapatan lain-tain,
dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan.
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Paragraf 2
Fungsi

Pasal 384

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383,
Dinas Pendapatan Daerah mempunydai fungsi :

a.

Q

perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana
strategis yong ditetapkan Pemerintan Daerah;

perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak
daerah;

penyeiengyaracn urean pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapctan daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
refribusi dan pendapatan lain-iain;

perumusan, perencancan, pembincan dan pengendalian kebijakan teknis dana

T Y e TalelaN
H\.’l YRR l“:,ul "y

perumusan, perencanaan. cembingan don nengendaian kebijakon feknis
nengembangan pandapatan;

penyelenggaraan uusan kesekretariatan:
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional:
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kepala Dinas

Pasal 385

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 383 dan Pasal 334.
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Pasal 384

Kepala Dinas, membawahkan :

@=0oapoQ

(3)

—
i
—

Sekretariatl;

Bidang Pajok Daerah;

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
Bidang Dana Perimbangan:

Bidang Pengembagan Pendapatan;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

Pasal 387
Sekretariat mempunyai  tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi
keuangan, menitoring, evaluast serta pelaporan;
Sekretoriat cipimuin oleh secrang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

berada J bawah dan bertangung ;uwap vepada Kepala Dinas.

Pasal 388

Untuk menyelenggarakan tugas pokek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387,
Sekretariat mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi
vmum dan kevangan;

penyiopan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan
keuangan;

penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluast dan
pelaporan;

penyiagpan bahan koordinasi  administrasi  umum  dan  kepegawaian,
ketatalaksanaan, perengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

penyiagpan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
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Pasal 389

(1) Sekretariat membawahkan :

d. Sub Bagian Perencanaan Program;
e. Sub Bagian Umum;
f. Sub Bagian Keuangan.

{2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 390

{1} Sub Bagian Perencanacn Program mempunyai tugas melakukan peng 'mpulan
dan penyigpan bahan koordinasi penyusunan  rencana dan program,
monitoring, evaluasi serfa pelaporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
nahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatciaksanaan, periengkapan
dan pemelfiharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

(3} Suo sogior Keucngan mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyigpan  DChan koordindst  penyusunan  anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bidang Pajak Daerah
Pasal 391
(1) Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiagan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serfa

pengembangan teknis BPKB dan BBNKB, pajak daerah lainnya, serta pembukuan
dan keberatan pajak;

[2) Bidang Pajok Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jowab kepada
Kepala Dings.

Pasal 392

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3‘5],
Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi : -

a. penyiapan bahan perumusan kebijokan BPKB dan BBNKB, pajak daerah lainnya.
serta pembukuan dan keberatan pajak; '
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e. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program BPKB dan BBNKB, pdjak
daerah lainnya. serta pembukuan dan keberatan pajak: '

{. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddlian dan pengaturan
teknis BPKB dan BBNKB:

g. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendadlian dan  pengaturan
teknis pajok daerah lainnya:

h. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pembukuan dan keberatan pajak;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 393
(1) Bidang Pajok Daerah, membaowahkan :

a. Seksi PKB dan BBNKE;
b. Seksi Paiak Daerah Lainnya;
c. Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak.

{2} Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dimmpin oleh
seorang Kepaia Seksi yang dalam meiakukan tugasnya berada di bawoh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

Pasaf 394

(1) Seksi PKB dan BBNKB mempunyai tugas melakukan pengumpulan  dan
penyiapan bahan pembinaan, analisis potensi PKB dafa BBNKB.

(2) Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pembinaan, analisis potensi PBEBKB, ABT/AP, PA3/BBNA3 dan
pajak lainnya.

(3} Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak mempunyai  tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan data pembukuan, laporan pajak, penyelesaian
sengketa pajak dan doleansi. :
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Bidang Relribusi dan Pendapatan Lain-lain
Pasal 395

(1) Bidang Refribusi dan Pendapatan Lain-Lain  mempunyai  tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis retribusi, pendapatan
lain-lain, badan usaha milik daerah, penyertaan modal dan pinjaman daerch;

{2) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepadc Kepala Dinas.

Pasal 396

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395,
Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan retribusi, pendapatan lain-lain, badan
uscha milik daerch, penyertaan modal dan pinjoman daerah;

b. penyiapan bahan keordinasi perencanaan program refribusi, pendapatan lain-
lain. badan usaha milik daerot, penyerican modai dan pinjaman dueran:

V3

nenyigpan bohan pembinacn, bimbingan, pengendalion dan  pengaiuran
tekids retibusi;

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis pendapatan lain-lain;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengenddlian duan pengaturan
teknis badan usaha milik daerah, penyertaan modal dan pinjaman daerah;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

Pasal 397

(1) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan :

a. Seksi Retribusi;

b. Seksi Pendapatan Lain-lain;

c. Seksi Badan Umum Milik Daerah, Penyertaan Modat dan Pinjaman Daerah.”
(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} masing-masing dipimpin oi_éh

seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
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Pasal 398

(1) Seksi Retribusi mempunyai tugas melokukan pengumpulan dan penyiop_dn
bahan pembinaan analisa potensi sumber penerimaan Retribusi Daerah.

(2) Seksi Pendapatan Lain-dain  mempunyai  tugas melakukan meloku]{an
pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan analisa potensi Sumber
Pendapatan Lain-lain.

4
(3) Seksi Badan Umum Milik Daerah, Penyertaan Modal dan Pinjaman Daerah
mempunyai fugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan
penerimaan dari laba usaha BUMD, Perusahaan Daerah, penyertaan modal
daerah kepada Pihak Ketiga dan pinjaman daerah.

Bidang Dana Perimbangan
Pasal 397

(1) Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bohan perumusaen kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendaiian
serfa pengembangan teknis bagi hasil pajak, bagi hasit bukan pajak, dan dana

perimbangan innyq;

C Bigang Cana Penmbangon dipimpin oieh seorang Kepaia Sidung yang JdTiaim
mzicksanakan fuaasnyo berada di bawah dan bertanggung jawab kepado
Kepala Dings.

P
2.

Pasal 400

Unfuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399.
Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak,
dan dana perimbangan lainnya; '

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bagi hasil pajak, bagi hasil
bukan pajak, dan dana perimbangan lainnya; '

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis bagi hasil pajak: '

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengo’rurdn
teknis bagi hasil bukan pajak; :

~ -

e
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e. penyiopan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengafuran
teknis dana perimbangan lainnya:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 401
{1) Bidang Dana Pefimbangan, membawahkan :

a. Seksi Bagi Hasil Pajak:
b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pgjak:
c. Seksi Dana Perimbangan Lainnya.

(2) Seksi- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimoin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugc:snya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bidang Dana Perimbangan.

Fasal 462

{1} Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melakukan pengumpulan  dan
penyionsan bahan analisis potensi sumber penarimaan perimbangan bagi hasil

pajak.

{2} Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas mewikukan pengumzulan dan
penyiapan bahan analisis potensi sumber perermaan perimbangan/bugi hasi
bukan pajak.

(3) Seksi Dana Perimbangan Lainrnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan analisis potensi sumber penerimaan lainnya.

Bidang Pengembangan Pendapatan
Pasat 403

(1) Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis analisis kebijaokan pendapatan,
kajian peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan;

(2) Bidang Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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Pasal 404

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403,
Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan andalisis kebijakan pendapatan, kajian
peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program analisis  kebijakan
pendapatan, kajian perafuran perundang-undangan, serfa evaluasi dan
pelaporan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis andlisis kebijaokan pendapatan;

d. penyiapan bahon pembinaan, timkingan, ponoendalion don  pengaturan
teknis kajran peraiuran perundang-undangan;

e. penyiagpan uhon pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan
teknis evaluasi dan pelaporan;

f. peloksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fugas
don fungsinya,

Pasal 405
{1) Bidang Pengembangan Pendapatan, membawahkan :

a. Seksi Analisis Kebijakan Pendapatan;
b. Seksi Kagjian Peraturan Perundang-Undangan;
c. Seksi Evaiuasi dan Pelaporan.

{2) Seksi- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bidang Dana Perimbangan.

Pasal 404

(1} Seksi Analisis Kebijakan Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan anglisis kebijakan pendapatan asli daerah, pajak daerah
(PKB dan BBNKB} serta pendapatan lainnya yang sah cesuai peraturan
perundang-undangan.

{2) Seksi Kajian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan pendapatan asli daerah, pajak
daerah dan dana perimbangan.
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Seksi Evaluasi dan Peraturan mempunyai tugas melakukan pengumputan dan
penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah, pajak
daerah dan dana perimbangan.

BAB lil

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 407

Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas
Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) ditetopkan dengan Peraturan Gubernur
sesuai dengan kewenongan, kebuiuhan, kemompuan dan beban kerja serta
analisa jabatan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasa: <28

Kelampok Jubaian Furngsional mempunyai ivgo: melchandaran sebagian tugas
Dina: Daerah Frovinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1}, terdiri atas sejumiah
tenaga. dalam jenjang fungsional yang terbagi dalom berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat
oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Jenis, jenjang dan jumiah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BABV
KEPEGAWAIAN
Pasatl 409
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubermnur dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berniaku.
sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB VI
ESELON ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 410

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon Il.a;
(2} Sekretaris dun Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon lIl.a:
{3) Kepnla sub Bagian dan kepcia Seksi gdalah Jabatan Eselon V.a.

BAB VIl

TATA KERJA

Pasal 411

(1) Dalom melaksanakan fugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menercpkan prinsip  koordinasi, integrasi, sinkronisasi  dan
simplifikasi  baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit
organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah
Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannyQ;

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajio mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu;

(4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya

waijib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya:
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{5) Dalom menyampaikan  laporan masing-masing kepala atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan puta kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja:

(6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah wajib
melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 412

Apabila Kepala Dinas berhalangan. maka Sekretaris, Kepala Bidang secara
strukiural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai
dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 413

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasii guna, masing-masing pejabat
dalagm fingkungan Dinas  dapat mendelegasikan  kewenangan-kewenangan
tertentu kepada pejabat setingkat dibawachnva sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

BAB Vill
PEMBIAYAAN
Pasal 414

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daeragh ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 415

(1) Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan
Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas
Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

{2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini seponjdng
~ mengenai teknis pelaksanaannyd akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
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BAB X
PENUTUP

Pasal 414

Peraturan Gubermur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Provinsi

Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

_ //‘;41 )

TAR . KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAGHAANTAN TIMUR,






